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Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa
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baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah
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TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH
(Studi Pada Kabuprten Katingan dan Kota Palangka Raya)
ABSTRAK
Masyarakat Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Katingan dan
Kota Palangka Raya dalam penyelesaian sengketa waris, mengedepankan
musyawarah sejatinya tidak lah bertentangan dengan hukum Islam. namun bila
hal itu dikaitkan dengan asas Ijbari hukum kewarisan maka akan terlihat
pertentanganny4 dikarenakan dengan adanya musyawarah dalam menyelesaikan
sengketa kewarisan di masyarakat maka secara tidak di sadari mengesampingkan
atau bahkan melupakan ketentuan hukum lslam sehingga ini sangat disayangkan
akan eksistensi kewarisan dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum
yang cukup mengakomodasi hukum adat, kenyataannya hukum adat seringkali
diterima sebagai hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Oleh sebab itu, mengkaji pertautan antara Isla;i dan adat dalam bidang kewarisan
merupakan sesuatu yang diperlukan karena sulit dihindari dalam kehidupan umat
Islam termasuk pada masyarakat.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum onpirls-normat if dengan
pcndekatan empiris, pcndckatan pcruntiang-undalgan (statute approach)
pendekatan sejarah (historical approach) dan pcndekatan konseptual (concept ual
approach)yang dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini: (l) Tradisi penyelesaian sengkcta kewarisan
masyarak,it Kaliiiianfran Teiigah psda Kabupateri Katiiigan daii Kota Paliingka
Raya yaitu kebiasaan menyelesaikan mengedepankan perdamaian dengan
menggunakan h'.rkum Islam terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah
keluarga untuk bersepakat menentukan bagran dan pembagian harta. Tradisi
tersebut dilakukan dengan cara yang digabung alau, due procces dispule resoluticn
kewarisan (bahasa temuan fakta ilrniah) dengan kompromi penyelesaian sengk:ta
waris. Sikap mental masyarakat tetap rnembagi harta secara Islam, kemudian harta
digabung dengan nilai kemanusiaan (humanis). (2) Keberlakuan hukum
penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten
Katingan dan Kota Palangka Raya secara mutlak memberlakukan teori otoritas
hukum Islam dengan berlakunya fu*urn faraid kemudian dilakukan musyawarah
secara kekeluargaan dengan prinsip perdamaian dan menyesuaikan keadaan
ekonomi. Adanya misi kemanusiaan berupa jaminan perlindungan terhadap harta
ftifzul maal) dalam keluarga, sehingga masyarakat kembali membagi harta
dengan metode islah yang dibangun berdasarkan kesepakatan kekeluargaan.
Masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya melaksanakan prinsip
ta'abbudi dalam konteks menjalankan ht*lm 
.faraid yang juga bertujuan syariat
(muqashid syariah) memelihara aflama (hi/zui dinl kemudian menjalankan prinsip
ta'aqqulli berupa ijtihad responsif yang bersifat humanis berdasarkan nilai-nilai
keanfan lokal (ocal wisdom) di masyarakat.
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A. Latar Belakang Masalah
Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak
di Pulau Kalima,ntan. Ibukotanya adalah Kota Palangka Raya. Kalimantan
Tengah memiliki luas 157.983 km2. Berdasarkan sensus tahun 2010, provinsi
ini memiliki populasi 2.202.599 1iwa, yang terdiri atas 1.147.878 laki-laki dan
1.054.721 perempuan. Kalteng mempunyai 13 kabupaten dan I kota.r Tiga
etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak (46,620/o), Jawa
(21,670/o) dan Banjar (21,03%). Sementara itu, agama yang dianut di Provinsi
ini mayoritas Isiam (74.31o/o), K..risten Katolik-Protestan ( 18,60 %), Kaharingan
(6,26%),Hindu (0,50 %), serta Budha (0,10 %).2
Jumlah penduduk pada tahun 2002 be{umlah L874.900 jiwa dengan
perbandingan 497o perempua[ dan 5196 laki-laki. Perbandrngan luas
wilayah dengan jumlah penduduk menunjukkan bahwa tingkat kepadatan
penduduk Propinsi Kalimantan Tengah tergolong kurang padat yaitu l2
jiwa/Km2. Bila dianali menurut Kabupaten dan Kota terdapat perbedaan
kepadatan penduduk yang cukup berarti, dimana Kota Palangka Raya
sebagai ibukota propinsi Kalimanian Tengah merupakan kota dengan
kepadatan paling tinggi 7l ,50 jiwa/KM2, sedangkan Kabupaten Barito
Utara merupakan Kabupaten dengan kepadatan penduduk paling rendah
yaitu 6,30 jiwa/KM2.3
Secara normatif pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang tertera secara kongkrit dalam Alquran dan Hadis, hal ini
sebagaimana asas Ijbari dalam kewarisan. Para ulama sepakat bahwa ketentuan
yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang
rhttps://id. 
wik ipedia. org/wik i,/Kali mantan_Tengah
'http://sp20l0 bps.go.id/index.php/sirey'tabel?tid=32 t&wid=62o000OOoO3https://kalteng. go. id,/INDO/informasi_umum_kalimantan_tengah. htm
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menunjukkan petunjuk (datalah) qath'iy.a Namun dalam kenyataan
sebagaimana tradisi masyarakat Kalimantan Tengah yang sering
melakukannnya secara berulang-ulang menggunakan cara perdamaian
(musyawarah) seperti yang terjadi pada Kabupaten Katingan dan Kota
Palangka Raya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodasi sistem
pembagian warisan dengan cara damai pasal 183 vang menvatakan "para ahli
waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan
setelah masing-masing menyadari bagiannya"
Merninjam bahasa ushul fiqh, kebiasaan yang tcrjadi ben'lang-ulang
dalam masyarakat dan menimbulkan kemashlahatan, discbutkan dengan' urf,,
'Itrf in]alah kata dalam bahasa Arab yang terjemahaiinya cenderung diartikan
dengarr aci;rt, atau kebiasaan. Sehingga dapat dikatakan bahrva 'zy'adalah kata
lain dari adat. Amir Syarifuddin juga tidak membadakan antara ol-'AddL_dan
'2y' Menumtnya, hakikat ol-'AdaLdan'urf ttu adalah sesuatu yang sama-
sama tlikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara lerus-menerus sehingga
diterima keberadaannya rli tengah umat manusia.5 .lika diperhatikan,
pembagian warisan dengna cara damai atau musyawarah trdak secara otomatis
menduakan ketciituan hukum Islam. karena cara penyelesaian dengan cara
damai (al-shullt) merupakan term qurani (Qs. An-Nisa [4]: 128, Al-Anfal [8J:
l, Ai-Hujurat [49]: 9-10).6
Persoalan pembagian kewarisan tidali jarang menimbulkan konflik yang
harus diselesaikan. Dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul
tersebut, masyarakat biasanya telah menentukan suatu aturan tersendiri untuk
meyelesaikan pembagian kewarisan. Masyarakat Kalimantan Tengah
khususnya Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya juga memiliki suat':
{A}rmad Rofiq, FiqA Mqwaris, !^krta:PT RajaGrafindo Persada, 2001, l9E.
rAmir Syarifuddin, GarisGaris Beyr lJshul Fiqh, Jakatla: Kencana,2ot2, h. i).
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan al-'AdaLata\ 'arrf sebagai sezuatu
yang terhcnal di seluruh masyarakat alau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu
kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku di dalam peri kehidupan mereka. Lihat
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsalah Huhm lslam, Semarang: PT Pustaka
Rizki Putra- 2001,h. 464.
uAhmad Rofiq, Op.cit h. lgg 
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tradisi tersendiri dalam menyelesaikan pembagian kewarisan. Kehadiran Islam
di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya
masyarakat Indonesia. Agama dan budayaT adalah dua hal yang saling
berinteraksi dan saling mempengaruhi. Agama dalam perspektif ilmu-ilmu
sosial adalah sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah kensepsi mengenai
konstruksi realitas. Menurut Zulfa Jamalie.' Agama berperan besar dalam
menjelaskan stuktr tata normatif dan tata sosial serta memahamkan dan
menafsirkan dunia sekitar. Sementara tradisi atau budaya merupakan ekspresi
cipta, karya, dan karsa manusia (daiam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-
nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosotis dan kearifan lokal (local
wisdom, local genius).
Pergulatan interaksi antara hukum lslam dan adat ini sejak zaman
kolonial memunculkan teori persinggungan yang pemah berlaku di Indonesia
seperti teori receptie in complexu, leori receptie, leod^ receptio erir, dan teori
receplio a contrario. lvlenurut kajian leorr tersebut ditegaskan bahwa bagi umar
Islam dalam bidang kewarisan sangat sulit dihindari adanya kaitan antara
hukum lslam dan adat. Hal ini dikarenakan dalam ajaran Islam tidak melarang
umat Islarn n:engakomodasi adat asalkan tidak bertentangan dengan sumber
utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis.
Menurut penulis, bila diperhatikan tradisi penyelesaian sengketa
Sengketa Kewarisan Masyaraliat Kali:nantan Tengah khususnya di Kabupalen
Katingan dan Kota Palangka Raya yang mengedepankan musyawarah
sejatinya tidak lah bertentangan dengan hukum Islam. namun bila hal itu
dikaitkan dengan asas Ijbari hukum kewarisan maka akan terlihat
pertentangannya, dikarenakan dengan adanya musyawarah dalam
menyelesaikan sengketa kewarisan di masyarakat maka secara tidak di sadari
TDalam tulisan ini, penulis akan menggunakan istilah tradisi, adat, dan budaya secaya
bergantiar! dalam menunjukkan arti yang sama, yaitu adat kebiasaan turun-temurun (dari
nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat. Lihat Departeman Pendidikan Nasional,
Kqmur Besar Bohay Indonesia, edisi keliga,lakarta: Balai Pustakq 2005, h. 1208.8zulfa Jamalig "Alulturasi dan Kearifan Lokal dalam Tradisi Baayun Maulid pada
Masyarakat Banjar. t.th h. 238.
mengesampingkan atau bahkan melupakan ketentuan hukum Islam sehingga
ini sangat disayangkan akan eksistensi kewarisan dalam hukum Islam. Hukum
Islam merupakan hukum yang cukup mengakomodasi hukum adat,
kenyataannya hukum adat seringkali diterima sebagai hukum yang sah selama
tidak bertentangan dengan huium Islam.e Oleh sebab itu, mengkaji pertatlt'ln
antara Islam dan adat dalam bidang kewarisan merupakan sesuatu yang
diperlukan karena sulit dihindari dalam kehidupan umat Islam tcrmasuk pada
masyarakat Kalimantan Tengah dalam penelitian yang berjudul -TRADISI
PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN NIASYARAKAT
KALIMANTAN TENGAH (Studi Pada Kabupaten Katingan dan Kota
Palangka Raya)".
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan
mmusan masalahnya sebagai berikut:
l. Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalinrantan
Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana keberlakuan hrrkum penyelesaian sengketa kervarisan melalui
tradrsi masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota
Palangka Raya?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang henCak dicapai adalah untuk memahami tentang:
l. Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah
pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.
2. Keberlakuan hukum pcnyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangla Raya.
D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai guna, baik secara teoritis
maupun praktis.
eHabiburrahman, Raforr.rtruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesio, Jakarta: Kencana
Premda Media Group, 201 l, h. 81.
4
l. Adapun kegunaan secara teoritis adalah penelitian ini diharapkan mampu
menambah khasanah kepustakaan tentang Tradisi Penyelesaian Sengketa
Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan
Kota Palangka Raya;
2. Manfaat secara praktis, diharapkan penelitian ini menambah pengetahuan
penulis pada khusunya, dan para pembaca pada umumnya tentang Tradisi
Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah pada





Untuk mengetahui lebih jelas tenlang penelitian yang akan rliteliti, maka
disini penting untuk mengkaj i terlebih dahulu hasil penelitian terdahulu yang
terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmrmn.
Ada beberapa penelitian yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang
peneliti angkat antara lain yaitu:
L Rosmelina, "Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang
Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Ncgara Batin di
Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi I-ampung)".
Masyarakat adat Lampung Pesisir mcngutarnakan kedudukan anak laki-laki
daripada anak percmpuan, karena anak laki-laki sebagaipenerus keturt iian si
bapak yang ditarik dari satu bapak kandung. Sehingga apahiia dalam suatu
keluarga tidak memiliki anak lakilaki agar tidak putus keturunan maka
pihak perempuan akan mengambil anak laki-laki dan dinikahkan dengan
anak perempuannya. Dalam hal ini anak perempuan mengadakan upacara
pengangkatan anak laki-laki tersebut dengan ditandai oleh pemberian gelar
dalam upacara adat tersebut. Dalam hal ini kedudukan suami dan istri
adalah sejajar, namun dalam penguasaan harta sepenuhnya akan dikuasai
anak lakiJakinya kelak. Proses pembagian harta warisan dalam masyarakat
Lampung Pesisir dilakukan dengan cara mufakat. Hal ini menjadi acuan
apabila terjadi persengketaan dalam pembagian harta waris maka akan
diselesaikan dengan mencari jalan keluamya dengan cara kekeluargaan atau
mufakat. Jika te{adi kesulitan maka keluarga akan menyerahkan ke
peradilan adat yang dipimpin oleh punyimbang adat untuk menyelesaikan
masalah yang pada akhimya akan menghasilkan keputusan yang di hormati
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oleh seluruh warga karena peranan punyimbang masih berpengaruh besar
bagi masyarakat adat setempat.ro
2. Ika Islamiati Ningsih, penelitiannya berjudul "Pembagian Harta
Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di
Desa Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember".lr Adapun hasil penelitianny:
menunjukkan bahwa alasan dari pembagian harta peninggalan dengan
pertimbangan ekonomi ahli rvaris antara lain: Karena adanya rasa belas
kasihan, menghindari kesenjangan ekonomi, dan menghindari pertikaian.
Sedangkan oara untuk menghindarit:onflik dapat dilakukan dengan
pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi ahli waris,
pembagian harta peninggalan sama rata, musyawarair dan menycrahkan
persoalankepada pihak desa. Penelitian Ika Islamiati Ningsih, terfokus pada
pembagian harta waris yang didasarkan atas pertimbangan kemampuan
ekonomi ahli warisnya. Dalam penelitiannya ialah mendeskipsikan suatu
masalah mengapa pembagian waris berdasarkan ekcnomi ahli waris ittr
dilakukaa dair bagairnana cara menghindari konflik atau pertikainnya.
Dalam latar belakangnya Ika juga menerangkan bahwa pertimbangan
ekonomi ahli waris misalnya dapat berbentuk ahli waris adalah seorang PNS
maka bagiannya sedikit sedangkan ahli wans yang non PNS maka
bagiannya juga banyak.
3. Muhammad Imaduddin dengan judul "Pembagian Harta Waris Di
Lingkungan Keluarga Kyai Pesantren (Studi Di Keluarga Pesantren
Kabupaten Jember)". Hasil penelitiannya ialah Kyai di Kabupaten Jember
dalam membagi harta warisan yaitu dibagi semasa hidup dengan cara hibah
dan meninggalkan harta yang sekiranya kurang berharga. Tujuan dibaginya
harta warisan semasa hidup yaitu untuk menghindari kemungktnan
terjadinya permasalahan, penengkaran. permusuhan dan ketakutan akan
lohttp://repo.iain-tulungagung.ac.id.
rrlka Islamiatiningsih, Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan
Kemampuan Ekonomi Alrli Waris di Desa Langkap Kec. Bangsalsari Kab. Jember, Skripsi
Malang: UIN-Malang, 2010.
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fakir sepeninggal para kyai dan para kyai juga ingin menjadikan ilmu
sebagai warisan utama untuk mempe{uangkan pesantren-pesantrennya.
Pembahasannya fokus untuk mendeskripsikan bagaimana cara para Kyai
Pesantren Jember dalam membagi harta waris kepada ahli wansnya. Sesuai
hasil penelitiannya bahwa para Kyai membagi harla waris semasa hidup
dengan cara hibah. Salah satu tujuannya untuk menghindari pertentangan
atau konflrk setelah sepeninggal Kyai. Selain itu, ilmu juga merupakan harE
waris yang pahng berharga untuk menjaga kelangsungan nesantren.l2
4. Emawati, dan [']rwan Baharudin. Penelitian Penyelesaian Sengketa Pt:saka
Kewarisan Masyarakat Minangkabau Nagari Tapakis Padang I'arirman.
Adapun kesimpularnya adalah Masyarakat Minaiigkabau Nagari Tapakis
Padang Pariaman termasuk kategori mengetahui hal-hal yang berkaitan
dengan pusaka kcwarisan minangkabau. Sebagian besar responden
menyatakan apabila te{adi perselisihan pusaka kervarisar, maka tempat
untuk menyelesaikan sengketa pusaka kewarisan minangkabau beralla di
Pemangku Adat, walaupun masih ada 1'ang menyatakan ke Pengadilan
Agama Alasan penyelesaian sengketa pusaka kewarisan dari berbagai
pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Tapakis kecamatan
Ulakan Tapakis kabupaten Padang Pariamandalam memilih Pemangku Adat
karena keputusan di Pernangku Adat bisa diterima semua prhak yang
bersengketa. Sedangkan alasan yang memiih tempat menyelesaikan
sengketa pusaka warisan minangkabau di Pengad,lan Agama karena
mempunyai ketetapan hukum. 13
5. Jamaluddin yang berjudul "Praktik Pembagian Warisan Keluarga Dalam
Sistem Kewarisan Patrileneal (Studi di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar
Selatan Kota Denpasar)." Hasil penelitiannya yaitu keluarga muslim di Desa
Sesetan Kota Denpasar dalam pembagian harta waris menggunakan sistem
kewarisan adat patrileneal yaitu anak laki-laki pertama menjadi satu-satunya
r2http://etheses.uin-malang.ac.id.
rrProsiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers IJNISBANK Ke-3
(SENDI-U3) 20 1 7. ISBN 9-789-7936-499-93, h. 37 4.
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ahli waris yang memperoleh harta warisan, namun tidak semua warga Desa
Sesetan menggunakan sistem ini, terdapat pula beberapa keluarga yang
menggunakan kewarisan hukum Islam. Hal ini didukung karena banyaknya
masyarakat yang menuntut ilmu di pesantrcn, sehingga sedikit banyak
mempengaruhi sistem pembagian waris adat 1:ng ada, sehingg: beberapa
keluarga mrrslim di Desa Sesetan membagi rvarisan menggunakan
kewarisan lslam. Penelitian Jamaluddin ialah terfokus pada sistem
kewarisan atiat patrileneal di Desa Sesetan Kota Denpasar. Dimana anak
laki-laki pertama rnenjadi ahli waris secara penuh dari harta waris orang
tuanya. Namun, sistem kewarisan tcrsebLrt tidak semua keluarga
menggunakannya, karena ada beberapa keluarga yang menggunakan sistcm
waris berdasarkan hukum waris Islam.la
6. Penelitian oleh llahrudin. Tuj uan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui Implikasi legalitas akta hibah tcrhadap pembagian harta waris,
dan mengetahui ketentuan hurum hak wasir:l rvajibah anak angkai terhadap
haria waris yang telah ditetapkan dalam akta hibah. Metode penelitian vang
digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library reasearch) dengan
bantuan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum yang
digunakan adalah Pasal 209 KHI tentang rvasiat wajibah, Pasal 1870
KUflPerdata tentang akla otentik sebagai bahan hukum primer dan
didukung oleh literatur-literatur atau tulisan yang sesuai dengan tema yang
dibahas. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan
metode Deskriptif Analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
...pembagian harta waris melalui akta hibah rlinyatakan sah dan
berkekuatan hukum apabila di dalam harta tersebut tidak terdapat hak
ahli waris yang lain. Apabila di dalam akta hibah tersebut terdapat hak
ahli waris lainya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
No. 391. K./Sip/1969, No. 2002. IGdrl986. tanggal 11 Juni 1990, dan
Nc. 1182. K/Pdtil988, tanggal22 Desember 1994, akta hibah tersebut di
anggap batal demi hukum. Anak angkat dapat memperoleh hak wasiat
wajibah apabila pengangkatannya melalui penetapan Pengadilan Agama,
9
rahttp://etheses.uin-malang.ac.id
yang di dalamnya terdapat ikrar dan akad wasiat wajibah. Selain itu ada
faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor sosial, yaitu kewajiban
timbal balik anak angkat terhadap orang tuanya yang selama ini
membesarkan dan mendrdik anak angkat mulai dari kecil sampai besar
hingga terjalin sebuah kasih sayang yang sangat mendalam antara orang
tua angkat der'gan anaL angkat. Apabila bcberapa faktor diatas lclah
terpenuhi maka hak wasiat wajibah ini tidak dapat dihalangi oleh akta
hibah.Apabila di dalam akta hibah tersebut terdapat hak ahli waris lainya
maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 391 .
K./Sip/l969, No. 2002. Ki?dt/1986, tanggal I I Juni 1990, dan No. | 182.
K/Pdtil988, tanggal 22 Desember 1994, akta hibah tersebut di anggap
batal demi hukum Anak angkat dapat memperoleh hak wasiat wajibah
apabila pengangkatannya rnelalui penelapan rengadilan y'.gama, yang di
dalamnya lerdapat ikrar dan akad wasiat wajibah.r)
7. Beni Khaerani. Penelrtian ini bertujrran untuk mengetahui bagairnana
pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat
(Perspektif KHI dan flukum Positif dalam pasal 968 dan 992 KUH Perrlata.
Penelitian ini adalah penelrtian hukum empiris, yaitu suatu proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-pri:rsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti
memahami pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang
Hibah Wasiat kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang ada.
Adapun mengenai rnetode anahsis data, peneliti menggunakan analisis
yuridis normatif yang menekankan pada metode komparasi sebagai
pegangan utama. Hasil dari penelitian ini adalah:
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal-pasal
968 KUH Perdata ini tidak sepakat, hal ini seperti yang tertuang dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari"ah (KHES) pasal 713 yang berbunyi:
"Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui". Dan dalam
perspektif hukum islam juga tidak memperbolehkan atau tidak sah hibah
wasiat terhadap barang yang trelum jelas ada atau belum ada. Dalam
ketentuan pasal mengenai hibah wasiat yang ada dalam pasal 992 KUH
Perdata yang berbunyi: "Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian,
tidak boleh dicabut, kecuali dcngan suatu akta Beni Khaerani, Pandangan
Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hibah Wasiat
@erspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 dan 992 KUH
"Bahrudir,, Inplikasi Legalitas Akta Hibah Terhadop Hak Anak Angkat Mendapatkcu
Wqsial Wqjiboh Dalam Hqrta Waris, Malang: UIN Malang" 201 l.
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Perdata), Skripsi, (Malang: UIN Malang, 20i l). Notaris yang khusus,
yang mengandung pernyaraan pewaris tentang pencabutan seluruhnya
atau sebagian wasiat yang dulu". Maka pandangan hakim Pengadilan
Agama Kota Malang tentang pasal ini tidak sah, hibah yaitu pemberian
suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada
orang lain yang mas;h hidup untuk dimiliki dan rvasiat pembcian suatu
benda dari pewaris kepada orang lain atau lernbaga yang akan berlaktr
setelah pewaris meninggal dunia dan khusus untuk penarikan hibah
rertuang daiam Kornpilasi Hukum Ekonomi Syarr"ah (KHES) pasal 717
sampai 721.16
8. Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, Jurnal Wawasan Hukum
Univc;sitas Srawijaya Maiaiig Vol. 32, No. I Februari 201 5. Penelitran
berjudul Kajian TerhaCep Penyelesaian Sengketa Pernbagian Harta Warisan
Atas Tarr.'h Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris
Dihubungkan Dengan Buku Ii Kitab Undang-Undang llukum Perdata
'fentang Benda (Van Zaken)- Mengingat sensitilhya bidang hukum rvarisan
ini, untuk menjaga perselisihan dikemriiian hari, ada beberapa pewaris yang
sudah mengamanatkan pernbagian warisan sesuai dengan kehendaknya d:rn
hal tersebut diamanatkan kepada ahli-ahli waris. Hasil analisis ,nenunjukkan
(1) munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan dapat berasal dari
faktor intemal dan dari faktor ekstemal. Proses pembagian warisan hak atas
tanah dilandasi surat wasiat dapat dilakukan rnelaiui cara testament, (2)
proses pembagian warisan hak atas tanah yang dilandasi sural wasiat, sesuai
aturan berlaku adalah menurut Kompilasi Hukum Islam. (3) Penyelesaian
yang dapat dilakukan para ahli waris penerima wasiat scbagai akibat tidak
dilaksanakannya surat wasiat adalah menggun akan cara penyelesaian di
pengadilan atau di luar pengadilan. Kesimpuian, sebagai salah satu pewaris
yang memberikan wasiat sebaiknya pelaksanaan pembagian warisan dapat
dilaksanakan sebagaimana telah disepakati para ahli warisnya, dan
r6Beai Khaerani, Parulangan Ha*im Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hibah
Wasiat (Perspektf KHI dotr Hukun Positd fulan Pasal 968 don 992 KUH Perdara), Malang:
UIN Malang 2011.
l1
pembagian warisan tersebut harus dilaksanakan sesuai amanat atau wasial
pewaris semasa hidupnya. 17
B. Deskripsi Teoritik
Deskipsi Teoritik merupakan seperangkat konsep yang berhubungan
satu sama lain secara logis urrluk membentuk sebuah kerangka pemikiran yang
berfungsi untuk memahami. mcnafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau
masalah yang dihadapi.'8 Untuk konteks kewarisan masyarakat Kalimantan
Tengah pada Kabupaten Kalingan dan Kota Palangka Raya tidak dapat
dipungkiri bahwa kaitan pnnsip kewarisan Islam dan adat saling tarik menarik
satu dengan yang lain. Hal ini karena dalam sistem kewarisan Islam selain
terdapat bagian-bagian yang tidak dape! diubah, tetapi juga banyak hal yang
dapat disesuaikan dengan perkernbangan masyarakat. Sehingga untuk
merrahami dan mempelajari ke nvataan pola kewarisan masyarakat Kalimantan
Tengah.
1. Kewarisan dan llukum \\'aris
Kata kewarisan, berasal dari kata rvaris yang bersumber dari bahasa
Arab, yaitu warastt-yat' su-worilsan, yar,g berarti perpindahan harta
seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Dalam term Al-Quran
dan Hadits ditemukan banyak padanan kata tersebut, semisal faridhah,
tirkoh, dfi lainJain. Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-
Fanani, sebagaimana yang dikutib Beni Ahmad Saebani, makna faridhah
adalah
Faraidh adalah bentuk jamak dari faridhah, sedangkan makna
yang dimaksud adalah mafrudhah, yaitu pembagian yang telah
dipastikan. Al-faraidh, menurut istilah bahasa adalah kepastian,
rTAnita Kamitah dan M. Rendy Aridhayandi, iumal Wawasan Hukum Universitas
Brawijaya Malang Vol. 32, No. I Febuati 2O15, h. 22.
rEAsni Zubair, dkk., "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat d&lam Pewarisan
Masyarakat Bugis Bone (Studi di Kecamatan Palakka)", Jurnal Al-Nsalah, Januari -Juni 2016,
h. 3.
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sedangkan menurut istilah syara', artinya adalah bagian-bagian
yang telah ditentukan untuk ahli waris.r'
Hak kewarisan seseorang tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi
keberadaaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu, yang berfungsi
mengafihkan daripada hak-hak yang meninggal dunia. Ahli waris
merupakan perseorangan yang keberadaannya telah ditentukan oleh nash-
nash Al-Quran dan Hadits.'?o Sebab-sebab kewarisan adalah pertama adanya
hubungan kekerabatan, kedua adanya hubungan pcmikahan, ketiga
adanyahubungan v.,ala' yaitu hubungan bekas budak dcngan orang yang
memerdekakan, dan yang tcrakhir adalah tujuan Islarn, yaitu baitul mal,
yang merupakan penampungax harta warisan bagi orang yang tidak
meninggalkan ahli waris sama sekali.
Dalam kewansan, yang nrenjadi rukun-rukun rvaris adalah mduruts
(harta yang diwariskan), nrwurits (orang yang meninggal dunia), war,is
(orang yang berhak mendapat warisan).2r Sedangkan syarar-syaratnya adalah
pewaris harus bisa dipastikan bahwa ia telah benar-benar mati baik mati
hakiki, maupun mati hukmi, selain itu, harus hipudnya ahli waris di saat
kematian pewaris, dan terkhir adalah dipastikan tidak adanya penghalang-
penghalang mewansi.
Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata waris" atau
warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktck
lebih lazim disebut "Pusaka". Bentuk kata kerjanya Waraslra Yasiru dan
kata masdamya Miras. Masdar yang lain menurut ilmu sharaf masih ada
tiga yaitu wirsan, wirasatan dan irsan. Sedangkan kata waris adalah orang
yang mendapat warisan atau pusaka. Dalam litemtur hukum arab akan
reBeni Ahmad Saebani, Fiqih Mawarls, Bandung: CV Pustata Selia, 2009, h. 14. Lihat
juga Syekh Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Qasinr, Fathul Mu'in, Pdt, T.Td., h
41.
2ol-Iabibunahman, Rekonstruksi Huhm Kewarisan lslan tli hdotcsia.-.. h. 17.2IM Supana dan Djedjen Zainuddin, .Figih Madrasah Aliyah: Kelas Tiga, Semarang: PaI
Karya Toha Putra, T .th., h. 20-22. Lihat juga Muhammad Muhyiddin Abd\l Hamid, Pqnduan
llmis Empat MadzhaD, alih bahasa oleh Wahyudi Abdunahmarl Jakarta: Al-Kautsar, 2009,
h I l-41
l3
ditemukan penggunaaan kata Mawaris, bentuk kata jamak dari Miras.
Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata mawaris sedang
kata yang digunakan adalah faraid lebih dahulu daripada kata mawaris.
Rasullulah SAW menggunakan kata faraid dan tidak menggunnakan kata
mawaris. Hadis riwayat Ibnu Abas Ma'ud berbunyi: dari Ibnu Abas dia
borkata, Rasullulah bersabda: Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah pada
orang lain. Pelajari pula faraid dan ajarkan kepada orang-orang (FIR
Ahmad). Dalam KUH Perdata (BW) menurut Pasal 830 "Pewarisan hanya
terjadi karena apabila ada kematian". Apabila belum ada kematian maka
belurn tcrjadi warisan. Wiryono Prodjodikoro mengatakan: "warisan adalah
soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban
tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih
kepatla orang lain yang masih hidup." Di sini dapat diartikan bahwa
pewarisan akan berlangsung apabila pewaris sudah mcninggal dwria dan
pewaris meninggalkan harta warisan.22
2. Hukum Adat
Dalam kamus Bahasa Indonesia, pengertian ",A.daf', aturan
(perbuatan dsb) yang lazim dilurut ataii dilakukan sejak dahulu kala;
menurut-<laerah ini laki-lakilah yang berhak sebagai ahii waris; kebiasaat;
cara (kelakuan dsb) yang sudah meryadi kebiasaan; demikianlah-nya
apabila ia marah; wljud gagasan kebuday{Bn yang terdiri atas nilai-nilai
budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya
berkait menjadi satu sistem;-Dersendi syarak, syarak bersendi kitabullah,pb
pekerjaan (perbuatan) hendaklah selalu mengikat aturan adat cian agama
(angan bertentangan satu dengan lainnya); -diisi, lembaga dituang, pb
melakukan sesuatu menurut adat kebiasaan; -sepanjang jalan, cupak
sepanjang betung, segala sesuatu ada tata caranya.l3
22Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam Dipondang dari PerryeHil Geder
Berkeadilan, Jumal llmu Hukunr, Vol. 3, No. l, t.th h.l0-l I
"Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahas4 Kamts Bewr
Bahasa lndonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 5-6.
t4
Bushar Muhammad2a mengutip beberapa buku yang menjelaskan
tentang ruang lingkup Hukum adat menurut Kusmadi2s adalah istilah bahasa
Belanda adatrecht. Sedangkan orang yang p€rtama memakai istilah
adatrecht tersebut adalah Snouck Hurgronje26 dan selanjutnya istilah ini
digunakan oleh van Vollenhoven sebagai istilah teknis juririis. Selanjutnya
Bushar menambahkan bahwa sebelumnya hukum adat itu dinyatakan
dengan berbagai istilah, seperti dalam perundang-undangan2i. godsdientige
wetten, volksinstelingen en gebruiken (Pasal 11 AIi)2t, godsdientige wetten
instellingen en gebruiken Pasal. 75 ayat 3 redaksi lama RR 1854)2e, dari
sumber tersebut maka untuk huk urn adat digunakan istilah ; undang-undang
agama,lembaga rakyat, kebiasaan- lembaga asli dan sebagainya.
Menurut peraturan perundang-undangan, istilah adatrecht itu baru
muncul pada tahun 1920, yaitu untuk pertama kali dipakai dalam undang-
undang Belanda mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda. Dikalangan
orang banyak menurut Bushar lluhammad orang hanya mendengat istilah
"adat" saja yang pada dasarnya berasal dari Bahasa Arab, yang berati
kebiasaan. Di berbagai suku atau golongan dipakai istilah bermacam-
macam, seperti daerah Gayo (odot), C; daerah Jawa Tengah dan Ja.va Timur
(adat, ngadat), di daerah minangkabau lembaga (lembago) atau adat-
lembaga-kadang-kadang dipertentangkan antara ada! dan lembaga, yaitu
"adaf' adalah mengikat dan mempunyai akibat hukum, sedangkan
"lembaga" tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum; di daerah
2aBushar Muhammad, Asas-Asas Hul'-um Adat, 2C03, Jakana; Pradnya Pramita, cet. Ke.
t2,h. L
25lihat, Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesi4 1961, hl.
5950, memberikan pemahaman bahwa "hukum adat" adalah hukum yang berlaku pada
masyarakat lokal.
'?6Lihat, C Snouck Horgronje, De Aryehers, 1893. jilid-1, hl. l6
''Sebagian perundarg-undangan yang riibuat pada zaman kolonial ini masih tetatp
berlaku ekspasal I I aturan Perathan ijUD 1945.28AB adalah singkatan dari Algemen Bepalingen van Wetgeving voor Indonesig
lndisch Staatsblad (Ind. Stbl.) 184?
'"RR adalah singkatan dari Reglement op het Beleid der Regering van Nederlands Indie,
Ind. Stbl 1855
l5
Minahasa dan Maluku terdengan istilah adat kebiasaan, disitu dipakai
istilah-istilah basa atau bicara yang meupakan kebiasaan kesusilaan.
Hukum Adat merupakan sistem hukum non-slatutair yang
diciptakan oleh Scnouck Hugronje pada masa Pemerintahan Kolonial
Hindia Belanda di lndonesia sebagai suatu hukum kebiasaan dan sebagian
kecilnya adalah hukum Islam. Hukum Adat meliputi hukum-hLrkum yang
berdasarkan keputusan-keputusan hakim dan berisikan asas-asas hu-kum
lingkungan, di mana ia memutuskan perkara, di mana hukum Arlal berurat-
berakar pada kebudayaan tradisional yang bersifat lokal. Scdangkan hukum
syariat adalah seperangkat peraturan atau hukum ilahiyah yang bersumber
kepada al-Quran dan al-Sunnah, serta memuat norma-norma hukum u;river-
sal baik i,ang bersifat diinensi vertikal mau-pun horizontal. 'fcrm umum
yang biasa disebut syariat terbentuk dari beragam pro-duk hukum hasil
pemikiran para ulama (fiqh). yang kemudian ditransformasikan ke dalam
peraturan perundang-undangan melalui pruses kodifikasi (t uq n t n), hingga
hukum Islam itu menjadi hukum positif.3o
Ierkait dengan hukum adat ini, Chairul Anw#t menjelaskan bahwa
persekutuan-persekutuan vang berada di dalam suasana hukum adat itu,
hanya merupakan persekutuan-persekutuan hukum yang kecrl-kecil. sepe(i
nagari, desa dan sebagainya. Masing-masing pcisekutuan hukurn tersebut
merupakan kesatuan yang mempunyai anggota-anggota di dalam
lingkungannya. Antara anggota tersebut dengan kesatuannya terdapat
hubungan yang erat di dalam pertaliannya. Untuk memenuhi kepentingan
serta kebutuhan persekutuan hukum tersebut, maka harus menjumpai orang-
orang yang berkuasa yang bertindak atas nama persekutuan itu.
Kolaborasi antara kedua hukum itu mengakibatkan adanya
pandangan bahwa hukum Adat merupakan hukum kebiasran yang
rkomari 
.E/rsrsrensi Huhm llaris di lndonesia: Anlara Adol dan Sqial, Jumal Asy-
Syari'a[ Vol. 17, No.2, Agustus 2015, h. 157.
''Chairun Anwar, Hukum Adat Indorrcsia, Meninjau Hukum Adat Mitang, lakarta. ;
Rineka Cipta, Cet-l , 1997,h. 7.
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mempunyai akibat hukum (seinsollen), dan berbeda dengan kebiasaan-
kebiaaan belaka, di mana kebiasaan yang merupakan Adat adalah
perbualan-perbuatan yang di-ulang-ulang dalam bentuk yang sama. Namun
hukum dalam bentuk ini juga dapat dijumpai di setiap negara termasuk
negara maju, dan di negara-negara Islam, dalam hukum Islam disebut "a/-
'ur/" atau "al-'adah". Hukum Adat di Indonesia yang ditemukan van
Vollenhoven yang merupakan rekayasa politik hukum Belanda untuk
melaksanakan politik devire et impera bangsa lndonesia. Bahkan dalam
kehidupan bangsa Indonesia khususnya bagi warga negara yang beragama
Islam telah menciptakan tata nilai yang mengatur tata kehidupan paling
tidak menct:rpkan baik-buruk yang menjadi perintah dan larar,gan agam4
dan kepatuhan hukum dan yurisprudensi lslam telah diserap mcnjadi bagian
hukum positit'.32
3. 'Ieori Hukum Waris
a. Ijbari
Kata ijbari secara etimologi menoandung arti paksaan, artinya
melakukan sesuatu diluar kehendaknya sendiri. Karena hukum warisan
Islam berasaskan ijbari, maka p€laksanaan pembagian harta warisan itu
mengandung arti paksaan tidak kehendak pewaris sebagaimana hukum
warisan perdata barat. Kemudian Amir Syarifuddin pengertian asas ijbari
itu me-ngandung beberpa segi. Pertam4 segi pcralihan harta, artinya
dengan meninggal dunianya seseorang dengan sedirinya harta
peninggalannya beralih kepada orang lain dalam hal ini ahli warisnya.
Menurut asas ini, pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan
merencanakan peralihan harta peninggalan pewaris; Kedu4 segi jumlah
harta artinya jumlah atau bagian ahli waris dari harta pening-galan orang
yang meninggal dunia (pewaris) itu sudah ditentukan cleh keten-tuan-
ketenatuan Allah SWT, dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga pewaris
szKomari Eksistensi Hukun l{aris di hdonesia: Antara Adat dan S}dflAr, Iumal Asy-
Syari'a[ Vol. 17, No.2, Agustus 2015, h. 158.
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dan ahli tidak diperbolehkan menentukan jumlah bagin-bagiannya; dan
Ketiga, segi kepada siapa harta itu beralih, artinya orang-orang (ahli
waris) yang menerima peralihan harta peninggalan pewaris itu sudah
ditetapkan oleh al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah SAW, sehingga
pewaris maupun ahli waris tidak diperbolehkan merubahnya.33
Ijbari menurut hukum islam adalah peralihan harta warisan secara
otomatis atau berlaku dengan sendirinya kepada ahli warisnya menurut
ketetapan Allah tanpa digantungkan kehendak ahli waris atau pe*aris.3a
Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si meninggal
dunia kepadanya sesuai dengan jurnlah yang telah di tentukan. Ijbari
dapat dilihat dari berbagai segi, yakni: Pertama, segi peralihan harta.
Mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan
sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh
karena ifu, kewarisan dalam Islam diartikan dengan "peralihan harta",
bukan "pengaiihan harta", karena pada peralihan berarti beralih dengan
sendirinya, sedangkan pada pengalihan lampak ada usaha dan seseorang-
Ketentuan asas ibari ini dapat dilihat antera lain dalam ketentuan QS.
An-Nisaa': 7:
li t:; {*a. ,C4sr |r;:-prtt gt4,i !'; Li ,1. *,,* )6'}-
ti rF *d"f ii 4'&,i Jr;3.t5 ot 
"t,rsr
Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dai. hata peninggalan ibu-
bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik
sedikit atau baiiyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi seseorang lakiJaki maupun
perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib
33Komari Et"sistensi Huhm Watis di Indonesie: Antara Adat dan S1anar, Jumal Asy-
ah, Vol. 17, No. 2, Agustus 2015, h. 167.




kerabatnya. Kata nasib dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian,
atau jatuh dari harta peninggalan si pewaris.
Kedua, segl jumlah harta yang beralih. Bentuk ijbari dari segi
jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta rvarisan
sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli r.varis
tidak mernpunyai hak untuk menambah atau mengurangi ana yang telah
ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan
itu.3i
Ketiga, segi kepada siapa harla itu beralih. Bentuk ryh,,,i dari
penerima peralihan harta itu berarti bahrva mereka yang berhak atas harta
peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu
kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara menrasukkan
orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.
Asas Ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi Iaitu: l.
dariperalihan harta;2. dari segi jumlah harta yang beralih; 3 dari segi
kepada siapa harta itu akan beralih. Ketcntuan asas Ijbari ini dapal dilihat
antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 7 yang
menyelaskan bahwa: bagi seorang lakiJaki maupun perempuan ada nasib
dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata
nasib dalam ayat tersebut dala,n arti saham, bagian atau jetah dari harta
peninggalan si pewaris. 36
b. Akulturasi
Akulturasi dalam kajian antropologi memiliki beberapa makna
(Aculturation atau Culture Conttaci). Ini semua menyangkut proses
sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu
kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan
asing sehingga unsur-unsur asing tersebut larnbat laun diterima dan di
ItAmir Syarifuddin , Huhtm Kevarivn Islam, hka'l(a: Prclada Media, 2004, h. 193lt4aryati Bachtiar, Hukum Waris Islan Dipandang dari PerspektiJ Gender
Berkeadilaa, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No- l, t.th, h. 12.
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olah dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya
kepribadian kebudayaan itu37.
Proses akulturasi memang sudah ada sejakdulu kala, tetapi
prosesnya dengan sifat yang khusus baru ada ketika kebudayaan-
kebudayaan bangsa-bangsa Eropa Barat mulai menyebar kedaerah-
dacrah lain di muka bumi pada awal abad ke 15 dan mulai dan mulai
mempengaruhi masyarakat suku bangsa di Afrika, Asia, Oceania,
Amerika Utara dan Amerika Latin. Mercka membangun pusat-pusat
kekuatan diberbagai tempat di sana yang meniadi pangkal pemerintah-
pemerintah jajahan dan berakhir pada abar ke 19 dan awal abad ke 20
mencapai puncak kejayaan.
C. Kerangka Pikir
Untuk memudahkan penulis mengkaji penelitran ini maka disusun
kerangka pikir mengcnai tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
Kalimantan Tengah yang terbagi ke dalam beberapa pikiran, yaitu pcnulis
melakukan eksploarasi tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
Kalimantan Tengah, dan kemudian melakukan analisis keberlakuan hukum
tradisi penyciesaian se:rgketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah
tersebut dengan menggmakan penelitian empiris. Lcbih lanjut penulis
gambarkan scbagai berikut:
rTKoentjaraningrat (20O5), Pengantar llnu Antropologi, Nneka CiptE Jakart4 h. 155.
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Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengalr






















METODE PEIYELITIAN DAN SISTEMATII({ PENT]LISAN
A. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palanglia Raya
merupakan penelitian hukum empir is-normatif, Pcnelitian hukum cmpiris
dikenal juga sebagai penelitian lapangan (lield research) adalah
pengumpulan maleri atau bahan penelitian yang harus diupayakan alau
dicari sendiri oleh karcna belum tcrscdia. Kegiatan yang dilakukan dapat
berbentuk membuat pcdoman wawancara dan diikuti dengan mencari scr-ta
mewawancarai para i nfonnan.
Adapun penelitian hukum normatif rnenggunakan bahan-bal,i;n
hukum berupa peraturan pcrundangan, sepe(i Undang-mdang, hingga
Peraturan Pemerintah. I,lalam penelitian ini scorang penclili sclalu
mendasarkan pemikiranni a pada at uran perundangan sebagai bahan hukum
uiama penclitian. Penelitian atas bahan-bahan hukum seperti perundan-
rmdangan dan putusan pengadilan tiCck dapat dikategorikan sebagai sebuah
penelitian sosial, mengingat ia memisahkan hukum dari segala bentuk
analisis non hukum.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
Kalimantan Tengah berfokus pada tradisi penyelesaian sengkera kewarisan
masyarakat Kalimantan Tengah studi pada Kabupaten Katingan dan Kota
Palangka Raya yang dianalisis dengan pendekatan emprris. Adapun
keberlakuan hukurn tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya
dianalisis dengan pendekatan sejarah (tistorical approach), dan juga
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dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan (st at ut e approach) dan
pendekatan konseptual (concept ual approach).38
3. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Hukum
Bahan hukum empiris berupa data primer, yait u data yang diperolch
langsung dari sumbcr pertama, yakni masyarakat dan aparat scrta lembaga
atau instansi yang melakukan tradisi penyelesaian scngkcta kewarisan
masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota
Palangka Raya. Pada pcneiitian ini penulis menggunakan mctode
wawancara yaitu dengan mempersiapkan dafta: pcLtar'.,aan scsuai dengan
pcrmasalahan yang ditcliti tradisi penyelesaian sengketa kewarisan
masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota
Palangka Raya. Data sekunder, antara lain mcncakup dokrrmcn-dokumcn
rcsmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bcrwujud laporan, dan
sebagainya.se
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Ilahan hukurn ernpiris berupa data lapangan dari hasi wawancara
terhadap informan dan responden. Kernudian dipadukan dengan bahan
hukun-, primer dan bahan hukum sekunder disesuaikan dcngan isu hukum
dan pendekatan yang telah ditetapkan. Bahan hukum yang l-erkumpul
disajikan dcngan metode dcskriptif dan deduktif. Discbut deskriptif karena
dalam penelit ian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta
secara sistcmatis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Adapun
metode de<luktif digrmakan untuk mernbahas suatu permasalahan yang
bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Mengenai hal ini,
penulis akan membahas permasalahan analisis tradisi penyelesaian sengketa
kewarisan masyarakat Kalimantan Tengair pada Kabupaten Katingan dan
r8Penelitian hukurn dalam level dogmatik hukum atau penelitian hukum untuk
keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undanga4
pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Lihat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian
Hrhrm, lakana. Kencana, 2010, h. 94.
reSoerjono Soekart o, PeDgaqlar Pefuelitian Huktm\ lakarta: UI-Press, 2008, h. 12.
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Kota Palangka Raya secara urnum lerlebih dahulu. Sctclah itu, dilanjut kan
dengan pembahasan menganalisis tradisi penyelesaian sengketa kewarisan
masyarakat Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota
Palangka Raya.
5. Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang tcrkumprrl dianalisis dcngan metode deskriptif-
kualitatif. Kualitatif artinya mengukur dan menguji data dengan konsep
tcori. Dimana, dengan mcrodc ini diharapkan mempcroleh gambaran yang
.iclas tentang pokok pcrmasalahan. Dalam penclilian ini penulis melakukan
analisa terhadap tradisi penyelesaian sengketa kervarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Ktrbupaten Katingan dan Kota Paiangka Raya.
B. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan pcnelitian ini rlisusun scbagai berikut:
l. Bab I, tentang Pendahuluan yang memual Latar Belakaog Masalah,
R.umusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
2. Dab ll, tentang Kajian Pustaka yang memuat Penelitian Terdahulu,
Deskripsi Teoritik, dan Kcrang[<a Pikir.
3. Bab III, tentang Melode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
4. Bab tV, tentang Hasil Pcnelitian dan Pembahasan yang memuat Profil
Lokasi Penelitian, Tradisi Penyelcsaian Sengketa Kelvarisan Masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, dan
Keberlakuan Hukum Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.
5. Bab V, tentang Penutup yang terdiri dan Kesimpulan dan Saran.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya
l. Kabupaten Katingan
a. Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Katingan
Kabupaten Katingan adalah salah satu kabupaten yang ada di
Provinsi Kaliman'.an Tengah. Semboyan kabupaten ini adalah " Penyang
Hirye Simpe i" (bahasa Nga.iu) yang artinya adalah Hidup Rukun dcn
Damai untuk Kesejahteraan Bersama. Kabupaten ini terdiri dari !3
kecamatan 154 Desa Can 7 Kclurahan.
Kabupaten Katingan dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaterr Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Muru;ig
Raya, dan Kabupaten Barito l imur di Pro','insi Kalimantan Tengah. Pada
mulanya luas Kabupaten Katingan adalah 17.500 km2. Namun, semenjak
pembentukan wilayah tersebut pemerintah daerah Kabupaten Katingan
terus melakukan kajian peqetapan tata batas administrasi. Hasil Kajian
yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Katingan hingga saat
ini adalah 20.410 ,27 krr.2jo
Pada abad ke-14 wilayah Katingan merupakan salah satu wilayah
jajahan Majapahit seperti yang disebutkan dalam Kakawin
Nagaraketagama yang ditulis tahun 1365. Narna sungai Katingan
diambil dari nama daerah yang terdapat di hulu sungai tersebut, yaitu
daerah Katingan (Kasongan). Belakangan muncul daeral baru di hiiir"
yaitu Mendawai ar
aoBadan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, Kabupten Kalingan dalan Angka 2018,
Katingan: Badan Pusat Statistik Kabupalen Katingar! 2018, tL 5.
'Ihttps:/fid.m.wikipedia.org (diakses pada tanggal 27 Agustus 20l8).
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Menurut Hikayat Banjar, wilayah Kabupaten Katingan sudah
termasuk ke dalam daerah kekuasaan kerajaan Banjar-Hindu (Negara
Dipa) sejak pemerintahan Lambung Mangkurat dcngan wilayah
kekuasaannya perbatasan paling barat berada di Tanjung l'uting. Wilayah
ini ketika itu terdiri atas dua sakai (daerah), yaitu Mendarvai dan
Katingan yang masing-masing memiliki ketua daerah sendiri-sendiri
yang disebut Menteri Sakai, kemudian pada abad ke-17 pada masa
kekuasaan Sultan Banjar IV, Marhum Panembahan (Raja Maruhum),
wilayah Mendawai-Katingan merupakan salah satu daerah yang
diberikan kepada puteranya Pangeran Dipati Anta-Kasuma yang
kernudian men;edi adipati/raja Kotawaringir, menggantikan mertuanya
Dipati Ngganding yang wilayah kekuasaannya meliputr bagian barat
Kalimantan Tengah saat ini. Menurut Hikayat Banjar, pada masa itu
Pelabuhan Mendawai merupakan tempat transli para pedagang
Banjarmasin jika henciak pergi berlayar trenuju negara Kesultanan
Mataram di pulau Jawa.a2
Menurut laporan Radermacher, kepala daeralr
Mendawai,4(atingan pada tahun 1780 adalah Kyai Ingabei Suradi Raja.
Kiai Ingabehi Suradiraja adalah gelar yang diberikan kepada seseorang
yang telah berhasil membunuh dua orang pengikut Gusti Kasim dari
daerah Negara tahun 1780, kemudia ia dilantik sebagai pembantu utama
syahban<iar di pelabuhan Tatas(Banjarmasin). Pada tanggal 13 A€ustus
1787 , wilayah Kabupaten Katingan sudah diserahkan Sultan Tahmidullah
II kepada VOC Belanda, kemudian daerah ini berkembang menjadi
sebuah Distrik. Pada 2 Mei 1826 Sultan Adam dari Banjarmasin
menyerahkan landschap Mendawai (Katingan) kepada Hindia Bclanda.
Penguasa Mendawai dan Katingan selanjutnya adalah Djoeragan Kassim
(1846), Abdolgani (1848), Djoeragan Djenoe (1850), Jaksa kiai
Pangoeloe Sitia Maharaja (1851), Kiai Toeainkoe Gembok (1859).
u2Ibid.
lo
Selanjutnya Demang Anoem lakra Dalam atau dikenal sebagai Demang
Anggen, dilantik oleh Gubemur Flindia Belanda pada tanggal l0 Januari
1895 dan mengepalai wilayah Mandawai (Districtshoofd van Mandawai,
afdeeling Sampit, residentj e Zutder en Oosterafdeeling van Bomeo).
Menurut Staatsblad van Neclerlandisch l::Cia tahun 1849, wilayah ini
termasuk dalarn zuid-ooster-afdeeling berdasarkan BAsluit van den
Mini.s!er van Staat, Gowerneur-Generaal van NederlandschJndie, yada
27 Agustus 1849, No. 8.43
b. Visi dan Misi Kabupaten Katingan
Visi Kabupaten Katingan adalah: "Mewujuclkan Masyarakat
Kabupaten Katingan yang Ma.1u, Ivi.rndiri, Adil dan Sejahtera".
Pernvataan visi tersebut dilandasi pada nilai nilai luhur yang melekat
dalam perilaku kehidupan masyarakal Kabupaten Katingan yartu
"Pcnr-s,rf Hinle Simpei" secara filosofis vrsi tcrsebut dapat diuraikan
sebagai berikut:
l) Cerdas adalah cita-cita mer,','igudkan masyarakat katingan memiliki
kemampuan berfikir secara cerdas yang memiliki kciajaman
intelektual serta memiliki kecerdasan emosional dan spntual.
2) Sehat adalah cita-cita mewujudkan masyarakat katingan yang
memiliki kesehatan jasmani dan rohani.
3) Terbuka adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat katingan
rnemiliki akses transportasi, telekomunikasi dan informasi serta
energi terbuka baik dalam maupun luar daerrh untuk menunjang
perekonomian daerah.aa
Melihat seluruh aspek pemhangunan yang dibutuhkan Kabupaten
Katingan dengan memperhatikan langkahJangkah yang harus dilakukan
untuk ,nencapai visi pembangunan Kabupaten Katingan tahun 2013-
2018, maka dirumuskan misi induk sebagai berikut: "Pelayanan yang
o'lbid.
aa https://jdih.katingankab,go.id (diakses tanggal 27 Agustus 20l8)
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Baik agar Terwujud Katingan Cerdas, Sehat dan Terbuka dalam Keadilan
dan Kesejahteraan".a5
Rumusan misi induk tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 4
(empat) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan tahun
2013-2018 sebagai komitmen untuk :nelaksanakan agenda-agenda utama
dari arah pembangunan Kabupaten Katingan selama lima tahun kedepan
yaitu sebagai berikut:
l) Peningkatan pemahaman pola pikir dan kualitas sumber daya
aDaratur pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas dalam sistem Can kelenrbagaan
pada hidang pendidikan dan kerchatan.
3) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasrs ekonomi
kerakyatan, imtacl, iptek dan berwawasan lingkungan.
4) peningkatan sarana dan prrsarana infrastruktur daerah dalam rangka
pelayanan prima dan daya dukung ekonomi.a6
c. Letak Geografis Kabupatcn Katingan
Kabupaten Katingan adalah salah satu kabupa-ten yang ada di
Provinsi kalimantan Tengah. Kabupaten ini terletak antara 0'20'- 3o38'
Lintang Selatan dan I12o00' - I l3'45' Bujur Timur. Berdasarkan posisi
geografi snya, Kabupaten Katingan memiliki batas-batas sebagai beri kut:
sebelah utara dengan Kabupaten Malawi Provinsi Kalimantan Barat;
sebelah timur dengan Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangkaraya, dan
Kabupaten Pulang Pisau; sebelah selatan dengan Laut Jawa; dan sebelah
barat dengan Kabupaten Kotawaringin Timr.r serta Kabupaten Seruyan
sebagaimana tabei di bawah ini:a?
otlbid.
*Ibid.
aTBadan Pusat Statistik Kabupaten Katirlgar\ Kabupaten Katingan dalan Angka 2018.
Kasongan: Badan Stari$ik Kabupaten Katingan 2018, h. 3.
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Batas Wilayah Kabupaten Katingan
Sumber: Badan Pu(at Statistik Kota Palangka Raya. Tahun 2018
Ibu Kota Kabupaten Katingaii adalah Kasongan. Berdasarkan
Undang-tJndang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara. Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabr.rpaten Pulang Pisau,
Kabupatcn Murung Raya, dan Kabupaten Barito 'fimur di Provinsi
Kalimantan Tengah; Luas Kabupaten Katingan adalah 17.500 km2
Namun, sernenjak pembenfukan wilayah terseirut pemcrintah daerah
Kabupalen Katingan terus melakukan kajian penetapan tata batas
administrasi. Hasil Kajian yang dilakukan oleh Pemerintah daerah
Kabupaten Katingan hingga saat ini adalah 20.410,27 km2.r8
Kabupaten Katiiigan terdiri atas 13 kecamatan, yaitu: Katingan
Kuala- Mendawai, Kamipang, Tasik Payawan, Katingan Hilir, Tewang
Sangalang Garing, Pulau Ir{alan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei,





Sehelah Utara Kabupaten Malawi
Kabupatcn Gunung Mas, Ku'.a Palangka
Raya dan Kabupal:n Pulang Pisau
2 Sebelah Tiinur
Sebelah Selatan Laul .lawa























Rukit Rava LOt)7.72 4,94
'l'otal Wilayah 20.410,27
Sumber: Kant.r Walikota Palangka Raya Bauian Administrasi Pemerint:han Ilmum
dalam BPS Kota Palangka Raya, Tahun 2018
d. Penduduk
Penduduk Kota Katingan adalah Suku Dayak Katingan yang
merupakan subetnis nrmpun Dayak Ngaju yang mendiami sepanjang
tepian daerah aliran Sungai Katingan atau sungai Mendawai di
Kabupaten Katlngan, Provinsi Kalimar;lan Tengah. 50 Berdasarkan hasil
registrasi alhir tahun 2017 oleh Badan Pusat Statistik Kota Palangka
Raya jumlah penduduk Kabupaten Katingan adalah 165.306 jiwa.sr
sosuku Dayak Katingan merupakan suku baru yalg muncul dalam sensus Badan Pusat
Statististik pada tahun 2000 dan merupakan 3,34Yo dari penduduk Provinsi Kalimantan
Tengah. Sebelumnya suku Katingan tergabung ke dalam suku Dayak pada sensus 1930. Lihat
https:i/id. m.wikipedia.org (diakses pada tanggal2T Agustus 2018).
rfBadan Pusat Statistik Kabupaten Kalingan, Kobupalen Katingan dalan Angka 2018,


































Katingan Kuala I 1 484.8 I 20 745
illendawai 2 391,58 4.064
t4
2

































Jumlah Penduduk Kabupaten Katingan Tahun 2017
Sanaman
Mantikei
Sumber Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 20lO-
2020 (BAPPENAS, BPS dan UNFPA), Tahun 2018.
e, Agama
Penduduk Kabupaten Katingan terdiri dari berbagai penganut
agama, antara lain yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, dan
Hindu. Adapun rincian mengenai jumlah masing-masing pemeluk agama




















2. Kota Falangka Raya
a. Sejarah Singkat Pembentukan Kota Palangka Raya
Sejarah pembentukan Kota Palangka Raya rnerupakan bagian
integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Pembentukan ini
berdasarkan Undang-Undang Dar.rrat Nomor l0 Tahun 1957 dan
Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1284). Peraturan ini berlaku mulai tanggal 23
Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan
Daerah Swatantra (pemerintahan sendiri/otonomi) Provinsi Kalimantan
Tengah.53
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, Parlemen
Republik Indonesia tanggal 1l Mei 1959 mengesahkan Undanq-Undang
'3Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Palangka Rsya dalan Angko 2018,









Kamipang 6 471 IA 135
Tas'ik Payawan
Katingan Hilir




Tewang Sangalang Garing 4.723 3 366 3 808





















Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi
Kalirnantan Tengah dalam 5 (lima) kabupaten dan Palangka Raya
sebagai Ibu Kotanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27
'fahun 1959 dan S,rrat Keputusan Mentcri Dalam Negeri Republik
lndonesia ttnggal 22 Desen-"ber 1959 Nornor Des.52ll2l2-206, maka
ditetapkanlah pemindahan tersebut tempat dan kedudukan Pemerintah
Daerah Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20
Desember 1959.5a
Kecamatan Kahayan Tengah yang bcrkedudukan di Pahandut
secara hertahap rnengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas
dan fungsirrya, antara lain memepersiapkun Kotapraja5i Palangka Raya.
Kahayan Tengah ini dipimpin oleh asisten Wedana, yang pada waklu itu
dijabat oleh J. M. Nahan .Peningkatan sccara bertahap tersebut lebih
nyata lagi setelah dilantiknya Bapak 'l'iilik Rirvut sebagai Gubernur
Kepala Caerah Tingkat I Kaliilantan Tengah pada langgal23 Desember
1959 oleh Menteri dalam Negeri, dan Kccarrtatan Kahayan Tengah di
Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada ianggal I I Mei 1960,
dibentuk pula Kecamatan Palangka khusus persiapan Kotapraja Palangka
Raya yang dipimpin oleh J. M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni
1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya
dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan
Kotapraja Administratif Palangka Raya. 56
Perubahan, peningkatan dan pernbentukan kecamatan
di laksanakan untuk kelengkapan Kotapraj a Adm ini stratif Palangka Raya,
yaitr dengan membentuk 3 (tiga) kecamatan:
to Ibid
'5Kotapraja adalah daerah dan pemerintahan krta yang setingkat dengan
kabupaten. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Balns lndo esia, Ed. r,
Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 598.
r6Badan Pusat Statistik Kota Palaneka Raya Palangka Raya dalan Angka 2018,
Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2018, h. xlii. Lihat juga Kukuy, 2009,
hfotmasi (lmum dan Selarah di KalimfrttmTengah,
hnp://archive.kaskus.co. id/thread/ 1502872, (diakses pada tanggal 27 Agustus 2018).
JJ
1) Kecamatan Palangka di Pahandut
2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling
3) Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit
Awal tahun 1964, Kecaniatan Palangka di Pahandut dipecah
menjadi dua kecamatan yaitu: Kecamatan Pahandut di Pahandut dan
Kecamatan Palangka di Palangka Raya. Sehingga Kotaparaja
Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan
17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan
p€rsyaratan-persyaratan '-rnluk menjadi satu Kotapraja yang olonom
sudah dapat dipenuhi. Dengan disahkannva Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1965 dan Lembaran Ncgara Nomor 48 Tahun 1965 1'lng
menetapkan Kotaparaja Administratif Palangka Raya, maka terbentukiah
Kotapraja Palangka Raya yang otonom,57
Peresruian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang
otonom dihadiri oleh Ketua Komisi Dewan Penvakilan Rakyat Gotong-
Royong (DPRGR), Bapak L. Shandoko lVidjoyo. Selain itu juga dihadiri
oleh para Anggota DPRCiR, nejahat-pejabai Departemen Dalam Negeri,
Deputi Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral Tentara Nasional
Indonesia (TM) M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, utusan-utusan
Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa Peiabat Tinggr
Kalimantan lainnya.5E
Upacara peresmian Kotapraja Palangka Raya berlangsung di
lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota. Sebelum upacara
persemian dilangsungkan pada tanggal '17 Oktober 1947 pukul 0800
WIB, diadakan demonstrasi pene{unan payung dengan membawa
lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi tersebut dipelopori oleh
ll'ing Pendidikan II Pangkalan Ildara Republik lndonesia Margahayu
Bandung yang berjumlah 14 oreng, di bawah pfunpinan Ketua Tim
5'lrtd 
, h. xtii-xliii58lbid.,h. xliii.
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Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratrop Angkatan Udara Republik
Indonesia (AURI) yang terjun di Kalimantan Tengah pada langgal 17
Oktober 1947.5e
Demonstrasi pencrjunan payung pada acara peresmian Kotapraja
Palangka Raya tersebut dilakukan dengan menggunakan pesawat T-568
Garuda Oil, di barvah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli
dengan 4 awak pesarval. Demonstrasi tedun payung ini juga diikuti oleh
seorang undangan khusus, yaitu Kapten Udara F. M. Soejoto (mantan
paratorp 17 Oktobrr 1947), dan l0 orang sukarelawan dari Brigade
Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapra-ja Palangka Raya
,Jibawa dengan parade.jalan kaki oleh para pene{un payung ke lapangan
upacara.
Pada tanggal l7 .luni 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Dalam iiegeri Reputrlik Indonesia6l, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah l,aitu Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa
Kotapraja Palangka Raya. Keniudian Menteri Dalarn Negeri
menyerahkan lambang Kotapraja Palangka Raya kepada Bapak ljilik
Riwut. Pada upacara peresmian Kotaparaja Otonom Palangka Raya
tanggal 17 Juni 1965 itu, penguasa Kotaparaja Palangka Raya, Gubemur
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah menyerahkan Anak Kunci
Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden
Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung
papan nama Kantor Walikota Daerah Kotapraja Palangka Raya.
Selanjutnya setiap tanggal 17 Juni diperingati sebagai hari jadi Kota
Palangka Raya.62
'n Ibid.6olbid., h. xliv.
6rsejauh ini penulis tidak mengetahui Nomor Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
tentang Penunjukan Tjilik Riwut selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya yang dimaksud,
karena p-ada sumber rujukan tidak disebutkan secara rinci.
o'Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Palangka Rola dalan Angka 2018,
Palangka Raya: Badan Starisrik Kota Palangka Ray4 2082, h. xliv. Lihat juga Kukuy, 2009,
35
b. Visi dan Misi Kota Palangka Raya
Visi Kota Palangka Raya adalah: "Terwujudnya Kota Palangka
Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan
Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Falsafah
Budaya Betang". Sedangkan misi Kota Palangka Raya dapat dirumuskan
sebagai berikut:
l) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan yang
berkualitas dengan orientasi Nasional dan Global, Sumber Daya
Manusia yang Berilmu, Beriman dan Bertakrva kepada Tuhan Yang
Maha Esa
2y Mewujudkan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Pelayanan
Jasa terhadap Masyarakat.
3 ) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota Wisata yang
'I 
erencana, Tertata, Berwawasan dan Ramah l,ingkungan.
4 ) Mewuj udkan Kota Palangka Raya menuju Masyarakat Sejahtera.
,5) Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan
Kedisiplinan Tinggi, Sikap Profesional, Berwibawa dan
Bertanggung Jawab untuk memberikan Pelayanan Prima kepada
masyarakat.
6) Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran Politik, Hukum,
tertib dan Demokratis.63
c. Letak Geografis Kota Palangka Raya
Kota Palangka Raya adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah.
Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada: I13"30' 
- 
114"0'I'
Bujur Timur dan 1"35' 
- 
2"24' Lintang Selatan. Wilayah Administrasi
Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yakni:
Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya,
lnlormasi Umm fu, Sejaroh di KqlimontanTengah,




Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit yang terdiri dari 30
Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:64
Batas Wilayah Kota Palangka Raya
No. Batas Kota Palangka Raya Berbatasan Dengan
I I sebelah utara
I
I Kabupatun Gunung Mas
L
Sebelah Timur Kabupaten Kapuas




Sumber: Badan Pusat Statisljk Kota Palangka Raya, l'ahun 201 8
Kota Palangka Raya mempunyai luas wila),ah 2.853,52 Krrrz
(285.352 Ha). Wilayah tersebut dibagi ke dalam 5 (lima) kecamatan
dengan luas masiug-masing yaitu: Kecamatan Pahandut 119,37 Km2,
Kecamatan Sebangau 641,51 Kmr, Kecamatan Jekan Raya 387,53 Km2,
Kecamatan Bukit Batu 603,16 Km2, dan Kecamatan Rakumpit 1.101,95
Km2 , dengan perincian sebagai berikut:















SumUer: Kantor Walikota Palangka Raya, Bagian Administrasi Pemerinlahan
Umum dalam BPS Kota Palangka Raya, Tahun 2018.
6aBadan Pusat Statistik Kota Palangka Raya Patangka Ray dalam Angka 2018,




Penduduk Kota Palangka Raya berasal dari penduduk asli Suku
Dayak dan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai suku bangsa
di wilayah kepulauan Nusantara seperti Suku Banjar, Suku Jawa, Suku
Bugis, dan lain-lain. Berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2017 oleh
Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya jumlah pcnduduk Kota
Palangka Raya a dalah 275.667 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:65








l'otal 2.853,52 275.66i _q7
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Tahun 2018
e. Agama
Penduduk Kota Palangka Raya terdiri dari berbagai penganut
agarna, antaft lain yaitu: Islam, Kristen, Kristen Katholik, Hindu, Budha
dan Khonghucu serta kepercayaan lainya. Adapun rincian mengenai
jumlah masing-masing pemehrk agama di Kota Palangka Raya dapat
terlihat pada tabel berikut ini:
6sBadan Pusat Statistik Kota Palangka Ray4 Palmgka Rata dalam Angka 2018,



























Sunrber natabase SIAK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka
Raya/SIAK Database, Deparlmem lor l'oprlcuion and Civil
llegistralion o/ Pahngka Raltc Municryrulio,, Tahun 2018.
B. Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan
Tengah Pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya
Tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dan nenek
moyang) yalg masih dijalankan di masy arakat; penilaian atau anggapan bahwa
cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan ber,ar.66 Adapun
yang dimaksud penyelesaian sengketa adalah dalam prosos atau upaya mtuk
mengombalikan hubungan para pihak yaitu anggota keluarga yang
bcrsengketa dalam keadaan seperti semula, Dengan pengernbalian hrrbrmgan
tersebut, para pihak atau anggota keluarga yang bersengketa <iapat
mengadakan hubungan. baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara
satu dengan yang lainnya. sedangkan yang dimaksud dengan warisan menurut
Kumus Be.sur Ruha,sa lndonesia, adalah sesuatu yang diwariskan, seperti hart4
nama baik; harta pusaka.6? Begitu juga yang dimaksud dengan masyarakat
Kalimantan Tengah dalam penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Katingan
dan Kota Palangka Raya.
u6Tim Penyusun Kamus Pusat Ba\as4 Kanus Besar Bahaso Indonesr4 anikel
*tradisi", h. 1208.


















Tradisi atau kebiasaan, dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal dengan istilah Al
'Ur[ Sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallab yang dikutib oleh
Miftahul Arifin , yaitu:
ajllt 31 4iJEit u,,lll rlr-r +rl;t i," d36 rt irj r L"l,i"l irEll
'Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan
terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. 'Urf discbutjuga adat
kebiasaan. Dengan demikian yang dimaksud dengan tradisi penyelesaian
sengketa ke'varisan dalam konteks penelitian ini adalah cara penyelesaian
songketa waris yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat
i.abupatcn Katingan dan Kota Palangka Raya. Lebih lanjut peneliti elaborasi
sebagai berikut:
l. Tradisi di Kabupaten Katingan
a, IIK (Ahli Waris/Xatingan Tengah)
Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa Lewarisan masyarakat
Kalirnantan Tengah pada Kabupaten Katingan:
Tradisi penyeiesaian sengketa harta warisan yang kami lakukan di
sini (Katingan) yaitu dcngan cara kesepakatan keluarga dulu
dengan menghitung secara hukum islam, sesuai bagian ada yang
mendapat t/z, tA, t/t, t/a, ada juga yang bagiannya t/6. Setelali itu baru
dibagi berdasarkan kesepakatan keluarga sesuai tradisi adat secara
twun temurun semua dibagi rata, sebab kalau bagiamya sesuai
hukum Islam saja, takut terjadi s,,ling iri satu dengan yang lain.
Oleh karena itu, untuk menghindari konflik pembagian yang kami
lakukan dengan cara dibagi secara musyawarah keluarga baiknya,
harta ini dibagi atau diberikan. Kalau dibilang turun-temurun, bisajadi soalnya dikalangan keluarga besar kami dalam hal
menyelesaikan masalah pembagian harta warisan, secara Islam juga
melaiui jalan damai saja melalui musyawarah atau secara
kesepakatan antar keluarga. 68
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada UK, apakah
penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan
hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradi"i masyarakat bisa diterima
oleh para ahli waris?
68Wawancara pada tanggal 24 Juni 2018
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Kemudian UK menjawab
Cara penyelesaian sengketa waris dengan cara tersebut bisa
diterirna oleh para ahli w-aris, cara ini merupakan jalan damai
dengan hukum Islam dulu kernudian melakukan musyawarah untuk
menghindarkan dari sifat iri, dengki antar saudara dan keluarga.6e
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada UK, bagaimana
mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan
ini?
Kemudian UK menjawab:
Karni rnelakukan rapat keluargx mengenai siapa saja yang berhak
atas harta warisan. Kemudian meminta nasehat dari tokoh
masyarakat dan tokoh agama untuk penghitungan secara lslam dan
juga mendatangi kantor unisan agarna untuk penghitungan harta
rvaris. Kemudian dibagi secara rata, namun juga melihat kondisi
ekonorni keluarga, kalau ada yang kurang mampu maka bagiannya
dilebihkan, jadr kesepakatan musyawarah ini menyesuaikan
.-1Lt
sr Iuasrnya J uga.
b. MA (Ahli Waris/Katingan Tengah)
Bagaimana lradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan:
Kami disini b;asanya apabila ada sengketa warisan maka bagi kami
yang beragama Islam terlebih dahulu melakukan per,ibagian
warisan secara Islam kemudian dibagi secara kekeluargaan atau
kami sebut secara adat. Karena disini memang seperti itu, untuk
menjaga kebersamaan dan jangan sampai membuat malu keluarga
berebut harta warisan. Kami orang sini malu kalau sampai masalah
harta dibawa keluar.Tr
Selanjutn;,a peneliti kembali bertanya kepada MA, apakah
penyelesaiair sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan
hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima
oleh para ahli waris?
u"Ibid
'olbid.TrWawancara pada tanggal 25 Juni 20t8.
4t
Kemudian MA menjawab:
Cara itu memang sudah biasa dipakai disini jadi semua orang
menerima karena ini sudah adil. Jangan sampai keluarga jadi
bennusuhan karena harta, keluarga itu lebih berharga daripada
harta rvarisan. Jadi ini sudah biasa dan diterima oleh masyarakat
katinganT:
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MA, bagaimana
mekanismc/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan
ini?
Kemudian MA menjawab:
I)ertarna rapat oleh keluarga yang dipimpin oleh orang yang
dituakan di dalam keiuarga dan kemudian meminta nasehat dan
pandangan dari tokoh adat, toi'oh agama, dan tokoh rnasyarakat.
Setelah itu dihitung secara hukum Islam dan kemudian dibagi rata
kepaila nrasing-maiing keluarga sccara adi l.?3
c. RS (Ahli Waris/Pulau Malan)
Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewaiisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kabupalen Katingan:
Tradrsi disini kalau ada sengketa warisan itu dibagi rata, tapi kalau
yang beragama Islam harus dibagi duiu secara isiam kernudian
dibagi lagi sesuai musyawarah dan kesepakatan keluarga. Bagi
karni harta warisan itu jangan sampai membuat keluarga jadi
berantakan, keluarga yang awalnya damai tapi karena warisan bisa
berkelahi itu menjadi perbuatan yang memalukan. Kalau harta blsa
dicari tapi kalau keluaiga itu belurn tentu ada gantii,ya.Ta
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RS, apakah
penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dcngan
hukum lslam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima
oleh para ahli waris?
Kemudian RS menjawab:
"lbid.
"lbi,t.?aWawancara pada tanggal 25 Juni 2018
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Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RS, baga4
mekanisme/cara yang ditempuh dalam penvelesaian sengketa kewaf
ini?
Kemudian RS menjarvab:
Kami menerima hal ini dengan ikhlas, ini sudah menjadi keH.ia
orang disini. Hubungan keluarga itu harus terus dijag4 ;
persaudaraan dan rasa kekeluargaan Jadi kami menerimanya, Iyang tidak menerima itu menladi kurang baik, dan bisa f
dihiraukan keluarga lagi. "
Caranya diadakan pertemuan keluarga dulu, musya: t
menentukan caranya dengan rnenghitung bagian warisan sry
Islam, kemudian membagi dengan rata, musyawal4h dr.,r r'ft
juga keadaan keluarga yang menranE membutuhkan.T6
Kebiasaan kami dengan cara bagi rata melihat keadaan kehl
tapi dipakai cara Islam dulu kemudian baru dibagi rata. I(1
kumpul keluarga bersama mernbicarakan dan ini s,rdah i
kebiasaan dari kakek-nenek kami sudah seperli ini. Kebiasa"rll
inemang sudah dilakukan masyarakat ciisini. "
d. RII (Ahli Waris/Katingan Ililir)
Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyaqf
Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan:
Selanjutnl,a peneliti kembali bertanya kepada RH, ap{1
penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu deq31
hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterA
oleh para ahli waris?
Kemudian RH menjawab:
Ahli waris menerima dengan lapang dada dan memalul
kebiasaan ini. Inikan sudah jadi tradrsi ralau ada sengketa biasaryl
dengan cara ini. Kebiasaan ini sudah biasa dilakukan dan orq
"lbid
'ulbid.TTWawancara pada tanggsl 25 Juni 20 | 8
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disini tidak mau ribut masalah harta warisan, paling jumlah harta
tidak seberapa juga, jadi buat apa ribut. /d
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RH, bagaimana
mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian senp;keta kewarisan
ini?
Kemudian RH menjar..'ab:
Biasanya keluarga rapat dulu kemudian dihitungkan secara lslam
bagi yang beragama Islam. Setelah itu musyawarah dan dibagi r.rta.
Biasanya dipanggil orang tua atau yang sudah pengalaman dengan
masalah ini, seperti tokoh masyarakat dan juga kalau secara Isla,,r
minta hitungkan dulu oleh yang paham tentang warisan Islanr baru
dibagi secara rata dan juga sesuai keadaan ahli waris, kalau
memang keadaannya sudah punya harta banyak bisa tidak
mengambil bagrannya tapi untuk keluarga yang memang tidak
mampu sL'cara ekonomi."'
e. EN (Ahli Waris/Katingan Eilir)
Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masvarakat
Kaiimantan Tengah pada Kabupaten Katingan:
Tradisi penyelesaian masalah waris kalau disini dehgan
musyarvarah, lika yang beragarna Islam dipakai cara Islam tapi
kemudian dibagi tetap rata untuk para keluarga (ahli waris). Tradisi
atau kebiasaan ini memang sudah terjadi sejak lama. Ini menjai
cara yar.g baik dalam menyelesaikan masalah harta warisan, dan
tidak ingin ksiuarga jadi pecah dan berantakan karena warisan.8o
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada EN, apakah
penyelesaian sengketa ke'rvarisan yang Cilakukan terlebih dahulu dengan
hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima
oleh para ahli waris?
Kemudian EN menjawab:
Cara ini memang sudah menjadi kebiasaan dan diterima oleh
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menjadi cara terbaik dalam penyelesaian sengekta harta warisan.
Bahkan cara ini supaya keluarga tidak bermusuhan dan merasa
saling membantu-81
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada EN, bagaimana
mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa keri arisan
ini?
Kemudian EN menjawab:
Biasanya dilakukan kumpul keluarga dulu kemudian dibahas cara
penyelesaiannya, meminta nasehat dari para lokoh masyarakat
(agama), bagi yang Islam silahkan dibagi secara lslarn tapi :;rtelah
itu dilakukan rnusyawarah untuk pembagiannya secara adil dan rata
bagian masing-masing sesuai situasi dan kondisi masing-masing. sr
f. RY (Tokoh ll{as1'arairaUKUA Katingan llilir)
Iiagaimana tradisi penyelesaian sengkcta kewarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan
Tradisi yang digunakan masyarakat katingan dalam penyelesaian
sengketa rvarrs biasanya dengan musyawarah, tetapr juga
menggunakan hukum Islam dulu, baru ciibagi sesuai hasil
musvarawarah ada y*g membagi rata. ada juga vang, mernbagi
scsuai dengan keadaan dan kondisi ekonomi para pihak."'
Selanjutnya peneliti kembali bertai'.ya kepada RY, apakah
penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan
hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima
oleh para ahli waris?
Kemudian RY menjawab:
Sejauh ini cara tersebut bisa diterima masyarakat katingan, namun
bagi yang tidak terima bisa membawa sengketanya ke Pengadilan,
namun sejauh ini belum ada yang sampai ke pengadilan. Sesuai
Etlbid.
ulbi,l.
BWawancara pada t arlggal 22 tuni 2Ol8
45
tradisi disini biasanya qengketa diselesaikan dengan damai dengan
musyawarah keluarga.Ea
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada RY, bagaimana
mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan
ini?
Kemudian RY menjawab:
Caranya dengan melakukan musyarawah keluarga terlebih dahulu,
kemudian mereka berkonsultasi dengan tokoh masyarakat dan yang
beragama berkonsultasi juga ke kantor unrsan agama, sebab disirri
tidak ada pengadilan agama. Setelah selesai mengenai aturan
hukum Islamnya sesuai bagian rnasing-masing, kemudian
musyararvah untuk membagi harta dcng;ln adil dan rata secara
kekeluargaan E'
g. WII (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan l cngah)
Bagaimana tradisi pynyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan:
ir,lasyarakat disini menggurrakan musyawarah dalam hal
penyelesaian sengketa waris, tapi langkahnya dengan terlebih
dahulu melaksanakan hukum Islam dengan hitungan ilmu
warisnya- Setelah itu baru menggunakan musyarawarah keluarga
dengan membagr harta secara adil. Adil disinr sesuai dengan
keadaan keuangan dari para ahli waris, jika ada yang mampu dan
memiliki harta berlebih maka bagiannya tidak barryak, namun bagi
yans tidak mampu maka bagiannya lebih banyak. Jadi
menyesuaikan aja.86
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada WH, apakah
penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan
hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima
oleh para ahli waris?
Kemudian WH menjawab:
*tbid.
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Cara ini memang sudah dilakukan masyarakat sejak lama, bahkan
cara ini lebih diterima masyarakat. Cara ini dirasa lebih adil dan
menghindari perselisihan dalam keluarga. Masyarakat lebih
mengutamakan cara ini dibandingkan harus rnelalui pengadilan.sT
Selanjutnya peneliti kembali bertauya kepada WH, bagaimana
mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan
ini?
Kemudian WH menjawab:
Biasanya keluarga melakukan musyarvarah kemudian juga
meminta pandangan tokoh masyarakat dan juga mcminta petunJ uk
dari kantor urusan agama seputar hukum rvarisnya dalam Islarn
Mereka melakukan musyawarah keiuarga kemudian melakukan
penghitungan ivaris secara Islam, setelah itu rnusyawarah
membagikan harta waris dengan dibagi rata atau juga dengan
melihat kondisi para ahli waris, ada yang sudah mapan, ada yang
belum maka bagiannya bisa berbeda sesuai keadaan masing-
masing.88
h. JP (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan)
Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan nrasyarakat
Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan:
Tradisi masyarakat katingan lebih menggunakan musyawarah
dalam menyelesaikan scngketa, namun mereka juga menggunakan
hukum Islam terlebih dahrilu menentukan bagian harta warrs,
kemudian musyawarah menentukan bagian dari masing-masing
ahli waris secara kekeluargaan. Tradisi ini sudah berlangsung sejak
lama, bahkan tradisi inr menjadi carq damai masyarakat kalingan
dalarn menyelesaiken sengekta waris.Ee
Selanjutnya peneliti kembali burtanya kepada JP, apakah
penyelesaian sengketa kewarrsan yang dilakukan terlebih dahulu dengan
hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima
oleh para ahli waris?
Kemudian JP menjawab:
"lbid
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Penyelesaian dengan cara ini diterima oleh semua masyarakat,
bahkan saya tidak pernah mendengar sengketa yang sampai ke
pengadilan Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan para
orang tua dulujuga melakukan cara seperti dahm berbagai masalah
selain sengketa rvaris. r
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada JP, bagaimana
mekanisme/cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan
ini?
Kemudian JP menjarvab:
Cara yang dilakukan yaitu dengan n.;i;syau'arah keluarg..
mengumpulakn seluruh anggota keluarga dan memanggil tokoh
masyarakat dengan meminta nasehat dan.luga pandangan. Selain
itu mereta juga mendatangi kantor urusa" agama untuk
penghitungan faraidhnya. Setelah selesai hitung waris secara Islam,
barulah mereka membagikannya secara kekeluargaan dengan
membaginva secara rata, ada juga yang mcndapat lebrh hagi yang
belu.'n rnenikah scbab dianggap belum mapan."'
2. Tradis! di Kota Palangka Raya
a. 'IM (Ahli Waris/Jekan Raya)
Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
Kalimantan 'l engah pada Kota Palangka Raya:
Kalau ada sengketa kewarisan biasanya oara yang kami lakukan
biasanya urun rembuk <icngan keluarga kami terlebih dahulu sesuai
dengan yang biasanya kami lakukan, kalau sepakal semua ya kita
bagi saja sesuai kesepakatan saja. Kesepakatannya bisa
menggunakan cara pembagian secara Islam, kami tanya kepada
yang ahli dalsm hal warisan. Tetapi bisa juga secara musyawarah
menyesuaikan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Jadi hitungan
warisnya secara Islam dulu kemudian dibagi sesuai kesepakatan
musyawa.ah. o'
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada TM, apakah
penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan
oolbid.
etlbid.
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hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima
oleh para ahli waris?
Kemudian TM menjarvab:
Terlebih dahulu yang kami lakukan biasanya mcnggunakan hukum
Islam dengan cara menghubungi orang yang paham tentang Islam,
lalu kami rapatkan musyawarahkan lagi, agar sama-sama tidak
merugikan dianlara keluarga sesuai dcngan tradrsi kami."r
Selanjutnya peneliti kembali bertar,va kepada TM, bagaimana
rnekanismercara yang ditempuh dalam penyelesaian scngketa kewarisan
in i?
Kemudian TM menja\*ab:
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi mencari orang yang paham
Islam dulu, tokoh agama atau tokoh masyaral<at lah mtuk
menghitung waris dan ahli warisnya. 'Ietapi setelah tu kami
musyawarahkan dulu dengan keluarga ahli uaris yang lain, kalau-
kalau memang ada yang membutuhkan dana terleoih dahulu, saling
tolong-menolong lah sesama keluarga."{
b. PII (Ahli Waris/Bukit Batu)
Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kota Palangka Raya:
Tradisi yang biasa kami lakukan apabila ada sengketa kewarisan
terutama di daerah kami ini biasanya kami kumpul dulu semua ahli
waris. Karena kita orang m.islim ya menggunakan hukum Islam
dulu pembagiaannya, ada sudah pembagian-pembagiannya tetapi
menyesuaikan lagi keputusan akhir di antara keluarga kami apabila
masih ada yang keberatan.Y)
Selanjutaya peneliti kembali bertanya kepada PH, apakah
penyelesaian iengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan
huk,im Islam kemudian dibagi rata sesuai tradisi masyarakat bisa
diterima oleh para ahli waris?
et t hid.
no lbid.
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Kemudian PH menjawab
Iya diterima, memang di keuarga kami lervat cara hukum Islam
dulu karena ya kami orang muslim, tetapi tetap mengikuti tradisijuga makanya seperti yang saya bilang tadi menyesuiakan
keputusan akhir lagi di keluarga kami.e6
Selanjutnya peneliti kernbali bertanya kepada PH, bagaimana
mekanisme/cara yang ditemprrh dalam penyelesaian sengketa kewarisan
ini?
Kemudian PH menlarvab:
c. AC (Ahli Waris/Sebangau)
Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kervarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kota Palangka Raya:
Bagi kami kebiasaan atau istilahnya tradisi penyelesaian sengketa
waris dilakukan dengan cara hukum Islam dulu, kemudian
musyawarah atas kesepakatarr keluarga karena beda-beda keadaan
keluarga ada yang mampu dan ada juga yang memang tidak
mampu. Tradisi ini bia:anya dilakukan dengan jalan musyawarah
dan cara mengatasi konflik kel.arga.eE
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada AC, apakah
penyelesaian sengketa kewarisan yang <iilakukan terlebih dahulu dengan
hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima
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Mekanisme atau jalan yang kami lakukan, karni kumpulkan dulu
semua keluarga ahli riaris kemudian mengikuti aturan Islam dulu
sesuai dengan pembagian 1'ang sudah ada, kemudian dibagi lagi
berdasarkan musyau,arah dengan memperhatikan keadaan dan
kebutuhan keperluan ahli waris. Kalau rrisalkan aCa yang
keberatan kita selesaikan secara adal yang ada disini, namun kalau
ada masih keberatan silahkan melalui pengadilan saja.eT
Tradisi ini memang sudah terjadi lama jadi para ahli waris bisa
menerima karena sesuai dengan kebiasaan disini bagi dulu secara
Islam bagi yang Islam, kemudian dibagi lagi sesuai kesepakatan
agar adil dan tidak ada yang merasa dicurangi.ee
Selanjutnya peneliti kembali bertaaya kepada AC, bagaimana
mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan rru?
Kemutiian AC menjawab:
Cara yang dilakukan dengrn terlebih dahuitr melakukan kumpul
keluarga dan nusyawarah kemudian diselesaikan secara Islam bagi
yang Islam, lalu dilakukan lagi mausyawarah dcngan sebelumnya
meminta nasehat dari yang berpengalaman dan punva ketnampuan
di bidang waris, kemudian dibagi berdasarlian musyawarah
keluarga.loo
d. RJ (Ahli Waris/Rakumpit)
Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kota Palangka Raya:
Bagi kami kebiasaan atau istilahnya tradisi penvclesirian sengketa
ll'aris dilakukan dengan cara hukum Islam Culu, kemudran
musyawarah atas kesepakatan keluarga karena beda-beda keadaan
keluarga ada yang mampu dan ada juga yang nremang tidak
mampu. Tradisr ini biasanya dilakukan dengan jalan musvawarah
dan cara mengatasi konflik keluarga.l0l
""Ibid.
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Selanjuli;ya peneliti kembali bertanya kepada AC, apakah
penyelesaian sengketa kowarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan
hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterrma
oleh para ahli waris?
Kemudian AC inenjawab:
Tradisi ini memang sudah terjadi lama jadi para ahli waris bisa
menerima karena sesuai dengan kebiasaan disini bagi duiu secara
Islam bagi yang Islam, kemudian dibagi lagi sesuai kesepakatan
agar adil dan tidik ada yang merasa dicurangi.r02
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada AC, bagaimana
mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kerransan ini?
Kemudian AC menjawab:
Cara yang dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kumpul
keluarga dan musyawarah kemudian diselesaikan secara Islam bagi
yang Islam, lalu dilak.rkan lagi rrrausyawarah dengan sebelumnya
meminta nasehat dari yang bcrpengalaman dan punya kemampuan
di bidang waris, kemudian dibagi berdasarkan musyawarah
kcluarga. ml
e. NA (Ahli Waris/Pahandut)
Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kervarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kota Palangka Raya:
'I radisi disini menyelesaikan sengketa rvaris dengan cara
rrusyawarah keluarga. Tapi dilakukan dulu dengan cara Islam bagi
,.'ang Islam. Ini sudah jadi lratlisi dan dilakukan untuk nrenghir,Jari
tcrjadinya rasa permusuhan dan perkclahian dalam keluarga.
Masalah harta waris dilakrrkan secara damai dan.iangan sampai
menladi biang permusuhan. loa
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NA, apakah
penyeiesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan
hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterima
oleh para ahli waris?
Kemudian NA menjawab:
Ini memang diterima oleh para ahli waris, bahkan sudah biasa
dilakukan karena menjadi cara penyelesaian sengketa waris untuk
menghindari rasa permusuhan. Jika sudah drsepakati melalui
musyarvarah maka akan diterima oleh para ahli waris.ru)
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada NA, bagaimana
mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?
Keinudian NA menjawab:
'o'lbid.
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Cara atau proses penyelesaiannya dengan mengumpulkan seluruh
keluarga untuk melakukan musyawarah dan bersepakat untuk
menyelesaikan sengketa waris dengan membagikannya dulu secara
hukum Islam kemudian dibagi lagi secara adil dan merata atau
melihat keadaan dan kebutuhan dari ahli waris.106
f. MEA (Hakim Pengadilan Agama I'alangka Raya)
Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kota Palangka iiaya:
Menurut saya tradisi disini duiarn menyelesaikan sengketa warrs
dengan jalan perdar:':aian i ritu rnusyarvarah oleh keli.arga namun
juga menggunakan hukum Islarn terlebih dahulu kemudian dibagi
secara adil kepada masing-rnasing anggota keluarga (ahli waris).
Tradisi ini memang d;lakLrkan oleh masyarakat bahkan sangat
sedikit kasus waris yang musuk ke pengadilan.'u'
Selanj utnya peneliti kembali bertanya kepada MttA, apakah
penyelesaian sengketa kewarisan r'ang dilakukan terlebih .iahulu dengan
hukum Islam kemudian dibagi scsuai tradisi masyarakat bisa diterinra
oleh para ahli waris?
Kemu<iian MHA menjawab:
Tradisi ini diterima masvarakat dengan penuh kesadaran dan juga
menjadi suatu jalan danai yang unik. Kami juga dari pihak
pengadilan merasa terbanh ! dengan tradisi rni mengurangi perkara
mengenai sengkela kewarisan. "'*
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada M[IA, bagaimana
mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisar ini?
Kemudian MHA menjawab:
Mereka menyelesaikannya secara musyawarah dulu kemudian
melakukan penghitungan hukum waris dengan berkonsultasi ke pos
bantuan hukum yang ada di pengadilan agama, namun ada juga
yang berkonsultasi dengan akademisi, tokoh masyarakat, kantor
urusan agama. Setelah itu mereka membaginya berdasarkan
'*Ibirt.IoTwawancara pada tanggal l4 Mei 2ol8
toslbid
53
kesepakatan hasil musyawarah keluarga untuk menghindari
terjadinya perpecahan dalam keluarga. r0e
g. Str'(Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)
Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kota Palangka Raya:
Tiidisi masyardkat kota Palanlkd R6ya dalam penl'elesaian
sengketa waris yaitu lebih menggunakan musyawarah (non litigasi)
dibanding jalur litigasi di pengadilan. Musyawarah dilakukan
dengan m:nrperhatikan kondisi keluarga dan kebiasaan yang
terjadi. Kebiasaan disini menggunakan hukum Islam dulu dalar,r
penghitungannl,a kemudial mu:yswarah untuk kescpakaran
penrbagian harta waris kepada para ahli waris dengan
rncmperhatikan keadaan ekonomi ahli waris. I l0
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada SF, apakah
penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan
hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradisi masyarakat bisa diterrma
oleh para ahli waris?
Kemudian SF menjawab:
Penyelesaian sengketa ini dapat diterima oleh masyarakat, bahkan
di pengadiian agama sendiri jarang te4jadi perkara waris, hanya ada
tentang penetapannya saja atau meminta hitungkan saja.
Masyakarak lebih dapat menerima hasil musyawarah kslrr6rga yang
mengikat bagi mereka para ahli waris yang telah bersepakat daiam
penyelesaian sengketa waris dibandingkan dengan putusan
pengadilan yang bersifat formal. " '
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada SF, bagaimana
mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?
Kemudian SF menjawab:
Qaru yang ditempuh memang merupakan bagian dari sisiem
musyawarah yang dilakukan oleh ahli waris (anggota keluarga) dan
meminta pendapat dari yang menguasai ilmu waris seperti tokoh
ulama, tokoh masyarakat dan juga dosen hukum mawaris. Setelah
'tIbid.rr\ awancara pada tanggal 14 Md 2018ttrlbid
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hitungan waris secara Islam ditentukan barulah mereka
menggunakan musyawarah dalam,,pembagian harta waris sesuai
tradisi yang berlaku di masyarakat. "'
h. MS (Tokoh Masyarakat/KUA Jekan Raya)
Bagaimana tradisi penyelesaian sengketa kervarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kota Palangka Raya:
Tradisi penyelesaian sengketa waris masyarakat kota Palangka
Raya cenderung menggunakan musyawarah dalam keluarga tetapi
tetap ilenggunakan hukum Islam juga secara terlebih dahulu untuk
menunaikan syariat Islam. Setelah itu barulah dengan jalan damai
harta dil;agikan sesuai kesel,aliatan, biasarya dibagi secara adil
atau rata saja. Tradisi ini sudah sering digunakan, bahkan nla-rata
orang Islam di Palangka Ra1'a menvelesaikan sengketa waris
dengan jalari hukum Islam dulu kemudian musyawrrah agar
terhindar perselisihan dalam keluarga. ' ' '
Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada MS, apakah
penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan terlebih dahulu dengan
hukum Islam kemudian dibagi sesuai tradtsi masyarakat bisa diterima
oleh para ahli waris?
Kemudian MS menjawab:
Tradisi ini memang diterima masyarakat dan telah dilakukan secara
turun temurun, atau biasanya mereka memang sudah dapat
menerima secara kekeluarga untuk menghindari perselisihan
Karena bagi masy,rakat disini kalau ada selgketa masalah warisan
itu menjadi aib yang tidak baik dalam masyarakat- rra
Selanjutnya peneliti kenrbali bertanya kepada MS, bagaimana
mekanisme yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa kewarisan ini?
Kemudian MS meiawab:
Biasanya mereka melakukan kumpul keluarga untuk penyelesaian
sengketa waris, kemudian berunding dan melakukan musyawarah
dengan juga meminta nasehat dari orang-orang yang dituakan.
Kemudian dihitung berdasarkan hukum Islam (fiqih mawaris)
"'Ibid
'trwawancara pada targgal 20 Mei 2018.
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dengan meminta pendapat dari ulama, kantor unrsan agama,
pengadilan, bahkan juga tokoh masyarakat, setelah itu barulah
dibagi kepada ahli waris (anggota keluarga) berdasarkan
musyawarah dan bagiannya scsuai kesepakatan dari hasil
musyawarah keluarga dan kondisi ckonomi. "'
,rtlbid
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Dari gambaran di atas, tradisi penyelesaian sengketa kewarisan jika
dilihat berdasarkan nendekatan sejarah, tradisi penyelesaian sengketa
kewarisan dilakukan secara furun-temurun oleh masyarakat Kabupaten
Katingan daii Kota Palangka Raya, Maka dapat diketahui bahwa masyarakat
ya,rg berada di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, berdasarkan
pendekatari koriseptual pdda dasamya mcngetahui dan mengikui tentdng
penyelesaian scngketa waris yang dilakuka;; dcngan cara hukum Islam, dan
juga melakukan penyelesaian sengketa waris dengan tradisi yang atia yaitu
mengutamakan musyawarah dalam menentukan bagian waris dc'rgan
menyesuaikan keadaan dan kondisi seperti kcaciaan ,rkonomi dan kebutuhan
ahli waris. Hal ini menunjukkan adanya pol,' yang berkembang di masyarakat
Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dalam menyelesaikan sengketa
waris dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat (oce! wisdom)
dan mengedepankan prinsip perdamaian Mencermati fenomena yang terjadi
dalam kasus ini, pada dasarnya telah disebutkan dalam pasal 183 Kompilasi
Hukum Islam (KHI)lr6 yaitu para ahii waris dapat bersepakat melakukan
perCemaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari
bagiannya.
Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat
kabupiten Kaiingan dan kotri Palangka Rnya santnt ielevan dengan maskud
dari pasal 183 KHI, memberikan arti hahwa para pihak ahli waris tidak boleh
melakukan pembagian harta warisan secara musyawarah sebelurn masyarakat
mengetahui tata cara pembagian warisan secara hukum kewarisan Islam.
Sebaliknya, para ahli waris diperbolehkan melakukan musyawarah setelah
mereka mengetahui bagian hak warisnya baik secara langsung melalui
pengetahuan yang mereka miliki tentang hukum kewarisan Islam atau melalui
para ahli faraid yang menyampaikan kepada mereka.
Berdasarkan paparan mengenai tradisi penyelesaian sengketa kewarisan
masyakarakat Kabupaten Katingan dan Kola Palangka Raya yang membagikan
hirt6 wdriSdn derig6n nielakukan penghitungrin secara hukum Islarii kemudian
melakukan musyawarah, maka selanjutnya penulis akan paparkan tenlang
tradisi penyelesaian sengketa kewarisan melalui praklik atau cara yang
dilakukan dalam membagikan harta warisan tersebut yaitu sehagai berikut:
l. Cara pembagian yang dilakukan secara kesepakatan antar keluarga.
Berdasarkan pembagian harta warisan dengan adanya saran dari salah satu
atau lebih anggota keluarga yang dituakan atau mengumpuikan seluruh
anggota keluarga, sebagaimana disebutkan para informan yarrg ada di
Kabupaten Katingan 
-vaitu UK (Ahli Warisiliatingan Tengah), MA (Ahli
Waris Katingan 'Iengah), RS (Aiili Waris/Pulau Malan), RH (Ahli
WariVKatingan Hilir), RY (Tokoh Masyarakat,4(UA Katingan Hilir), GW
(Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh Masyarakat{(UA
Pulau Malan). Begitu juga menurut para informan yang ada di Kota
Palangka Raya yaitu TM (Ahii Waris/Jekan Raya), PH (Ahli Waris/Bukit
Batu), AC (Ahli Warisi Sebangriu), RI (Ahli Wans/Rakumpit), NA (Ahli
Waris/Pahandut), MHA (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka
Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS
(Tokoh MasyarakatlKUA Jekan Raya).
2. Pembagian warisan dilakukan secara hukum Islam terlebih dahulu
kemudian dilakukan musyawarah dengan memperhatikan kondisi dan
keadaan ekonomi dan ahli wari yang membutuhkan. Karena, pembagian
tersebut dilakukan berdasarkan dengan kebutuhan atau keperluan, serta
kondisi ekonomi dari ahli waris yang menerimanya. 
" 
T Hal ini terjadi dalam
rr?Hal ini seperti yang dikemukakan oleh UK, RS, EN, WE dan JP di Kabupaten
Katingan. Selain itu juga dikemukakan oleh TM, PH, AC, NA dan MS di Kota Palangka Raya.
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tradisi dalam penyelesaian sengketa kewarisan yang terjadi di Kabupaten
Katingan dan Kota Palangka Raya .
3. Cara yang digunakan menurut para informan dengan terlebih dahulu
menggunakan hukum Islam kemudian melakukan musyawarah dan
kesepakatan keluarga untuk mencegah perselisihan. Pembagian yang
dilalrukan informain yaitu irifotrriri rhemarig melakukan pembagiirn
berdasarkan kekeluargaan ini dengan cara yang selalu dilakukan dikeluarga
mereka secara turun temurun menurut para informan di Kabupaten Katingan
yaitu UK (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan
Tengah), RS (Ahli Warrs/Pulau Malan), RH (Ahli Waris/Katingan Hilir),
P.Y (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh
Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh Masyaiakat/KUA Pulau
Malan). Begitu juga menurut para informan yang ada di liota Palangka
Raya yaitu TM (A-hli Waris/Jekan Raya), PH (Ahli Waris/Bukit Batu), AC
(Ahli Waris/Sebangau), R.T (Ahli Waris/Rakumpit), NA (Ahli
Waris/Pahandut), MH,a. (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka
Raya), SF (Tokoh Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS
(Tokoh Masyarakat/KUA Jekan Raya).
Tradisi penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat, tidak
mengenal cara pembagian dengan perliittuigan matenratika, melainkan seld,lu
didasarkan atas pertimbangan dengan mengingat benda dan kebutuhan ahli
waris yang bersangkutan. Mencermati pelaksanaan tmdisi pembagian harta
waris di atas, dikaitkan dengan konsep kebiasaan turun temurun dari nenek
moyang yang masih dijalankan dimasyarakat dan tradisi tersebut merupakan
tindakan yang dianggap benar oleh masyarakat setempat maka hal ini dapat
dibenarkan jika dilihat dari aspek kesepakatan kel"arga dan tidak te{iadi
pertikaian dalam pembagian warisan tersebut.
Dicermati melalui hukum Islam tradisi atau kebiasaan, dalam ilmu Ushul
Fiqh dikenal dengan istilah Al 'Urf. Sebagaimana Fendapat Abdul Wahhab
Khallab yang dikutib oleh Miftahul Arifi4 yaitu:
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'Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan
terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. 'Urf disebut
juga adat kebiasaan. I l8
Dari pandangan I(hallaf di atas, Arifin menlabarkan bahwa, adat
ksbiasaan yang berupa perkataan ('Urt Qauly) misalnya perkataan "Walad"
(anak) menurut bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak lakiJaki saja,
sedang anak perempuan tidak termasuk dalam perkataan "Lahm" (daging)
dalam pembicaraan sehari-hari tidak mencakup ikan. Selanjutnya ia
rnenambahkan bahwa sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan
('Urf Amali) seperti jual beli (ba'i) mu'athah yakni jual beli di mana si pembeli
rnenyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya,
tanpa mengadakan ijab qabul, karena harga barang tersebut strdah dimaklumi
bersama-
Jika dicermati melalui pendekatan sejarah, selain dengan tradisi atau
kebiasaan tradisi, pembagian rvaris bisa dilakukan dengan wasiat yang te{adi
di masyarakat. Jika dihuburigkan dengan hukurn wasiat dalam Islam, maka
syarilt Islam ydng terkdit dengan hukum-hukum wdsiat iebih dahulu
diturunkan. Dan pada masa awal, ada periode di mana hukum waris belum
turun dan juga belum berlaku. Sehingga dr masa itu, segala hal yang terkait
dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, semuannya
ditetapkan berdasarkan wasiat almarhum semasa hidupnya.
Sebagaimana flrman Allah, yang berbunyi:
d4"$.^rrii r;.; 4 4 o-Ai f;i ;; r111<s ;3
-L
,,, 1g;,a:l,ji &v; Jt;,a\'*;jnit
Dirvajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-
rrsMiftahul Arifin dan A. Faishal Hag, Ushul Fiqh Kaidah-laidah Penelqan Huhm
.{s/anr, Surabaya: Citra Media, 199'1, h. 146.
rreq6. Al-Bequah: l80.
59
bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-
orang yang bertakwa. i20
Dengan adanya ayat di atas, sebenamya tidak terlalu salah ketika di
dalam keluarga ada yang selalLr bcrupaya agar wasiat dari orang tua wajib
dijalankan, sebab ayat Ci atas mewajibkan orang-orang yang menyadari
kedatangan tanda-tanda kematian agar memberikan wasiat kepada yang
ditinggalkan dan hal itu berkaitan dengan harta yang dimiliki pemberi wasiat.
Dan pada saat ayat ini turun, herlaku hukum kewajiban untuk menjalankan
wasial. I)an siaDa yang melanggar wasiat alrnarhum, tentu dia akan berdosa
besar.
Namun ada flengscualian terhadap kewajiban dalam melaksanakan
wasiat ini, yakni terdapat pada ayat setelahnya yaitu Al-Baqarah ayat 182 yang
berbunyi:
J. 
--z !..34b^t d * .,jl &t 3v uJt! Lir,c- cfY UYj fr'+tI
)'9)
(akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang Berwasiat itu, Berlaku
bcrat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antam mereka, Maka
tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.
Pada dasamya, asbabun nuzulr2r Al-Baqarah ayat 180 dan 182 adalah
sesungguhnya masyarakat Jahiliyah mewasiatkan harta mereka kepada orang-
orang yang jauh dengan tujuan mempamerkan (riya') dan agar terkenal
(mencri kemasyhuran), serta mencari kebesaran dan kemuliaan. Dan
meninggalkan ker abat dekatnya dalam keadaan fakir dan miskin. Kemudian
Allah SWT. menurunkan ayat ini pada awal Islam, serta mengembalikan hak
ya,rig diberikrin orang-orang yang jauh keprida Snndk keribat ;'ang dekat, hal
'\-/
r2oDepartcmon AgamaR.l., Tetjemah dan T$sir AlQur'an Huruf Arab dan Latin,h.56
r2rlihat, M. Quraish Shihab, Talsir Al-Misbah: Pesan, Kesan don Keserasian Al-
Qur'srr, h. 47E479 .
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tersebut dilakukan untuk mencari kebaikan dan hikmah. Ada pendapat yang
mengatakan ayat ini dinasakh oleh ayat tentang waris pada QS. An-NisD',
maka sekarang tidak diwajibkan seseorang berwasiat kepada orang yang dekat
maupun orang yang jauh dan jika ada yang berwasiat pada orang yang dekat
atau orang yang jauh rnaapkanka mereka bukan termasuk dalam orang-orang
ydng menerima rvaris. Selain itu, apabihi pemberi wdsiai diduga akan keliru
atau berlaku tidak adil dalam menetapkan wasiatnya baik itu sengaja ataupun
tidak sengaja, maka orang vang mengetahui hal itu boleh mendamaikan antara
pemhen wasiat dan orang yang diberi ...,,asiat, atau antara para ahli wris dan
orang-orang yang diberi wasiat, dengan cara mengembalikan wasiat itu kebatas
keadilan dan ukura,i yang telah ditetapkan oleh syariat, dan tidak ada dosa
dalam pengubahan ini, sebab pengubahan ini dilakukan dengan dasar
kebenaran. Pelaku pengubahan ini tidak berdosa, dan Allah Maha mengampuni
orang yang mengubah dengarr tujuan untuk mendamaikan, dan Sesungguhnya
Allah Muha l'engt,,rpun lagi ltlahu Peni"ayang.
BerbeCa dalam hukum waris adat, penunjukkan dalam penerusan dan
pengalihan hak dan harta kekayaan, berarti telah berpindahnya penguasaan dan
pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris kepada ahli
lvaris. Maka dengan demikian hal tersebut merupakan perbu,atan penunjukkan
ydng dilakukan pewaris kdpadd ahli wariSnyd dtas hak dan harta tertdntu,
namwr berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan
sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris meninggal.
Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak
te{adi perselisihan alltara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya
diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah
satu sendi pembinaan masyarakat dapai ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak
dapat berjalan baik dan efektif tanpa dit.rnjang oleh tenaga-tenaga ahli yang
memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.
Untuk itu sangat diperlukan adanya orang-orang yang mempelajari dan
6l
mengajarkannya kepada masyarakat, dan selanjutnya masyarakat dapat
merealisasikannya di dalam pembagian warisan.l22
Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fiqh
mawaris adalah wajib kifayah. Artinya kewajiban yang apabila telah ada
sebagian orang yang memenuhinya, dapat menggugurkan kewajiban semua
Orang. Tetapi apabile tidak 6da seorang pun ydng nienjalani kewajibrin ifu,
maka semua orang menanggung dosa. Ini sejalan dengan perintah Rasulullah
SAW agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu 
.farliD sebagaimana
mempelajari dan mengajarkan alqu.an.
Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan
kepada kami dari Al Qasim, dia berkata, Abdullah berkata: "pelajarilah
alquran dan faraid, sebab ses€orang akan membutuhkan ilmu yang telah
dia pelajari atau dia berada disuatu kaum yang tidak mengetahui." (HR.
Ibnu Majah, Abu Daud dan Ad-Daruquthni)r2l
Hadis di atas meiiempatkan perinlah mempelajari dan mengajarkan ilmu
faraid sejalan r.lengan perintah men:pelajari dan mengajarkan alquran. Ini tidak
lain menunjukkan bahwa ilml 
.faraid merupakan cabang ilmu yang cukup
penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Lagi pula tidak
jarang, naluriah manusia cenderung materialistrk, serakah, tidak adil dan
mengorbankan kepentingan orang lain demi memenangkan hak-haknya sendiri.
Maka di sinilah letak pelitingnya kegunaan ilmu mawdriS, hingga wajib
dipelajari dan diajarkan. Agar di dalam pembagian warisan, setiap orang
mentaati ketentuan yang telah diatur dalam alquran secara detail. Oleh karena
itu, dilihat dari satu sisi. mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris dapat
berubah statusnya menjadi wajib 'ain, terutama bagi orang-orang yang oleh
masyarakat dipandang sebagai pimpinan, terutama pemimpin keagamatui.
'"Ahmad \ofiq, Fiqh Mdwaris, Jakarta: PT. RajaGafindo Persad4 1998, Cet. 3, h. .l-
5
'ztAbu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Tarjanah Suun Ibru Majah Jilid
J'{ alih bahasa Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, cet. l, h.494-495. Lihat
juga Ali bin Umar Ad-Daruquthni, Surnn Ad-Daruquthni Jilid 1, alih bahasa Amir Hamzah
Fachrudirq Jaka-rta: Pustaka Azzsn\ 2O0E, cet. l, h. l 13-114. Lihat juga Bey Arifin, dkk.,
Tarjamah Swxm Abu Daud, Semanng: CV Asy Syifa', 1993, h. 547.
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Jika dicermati melalui pendekatan sejarah dan konseptual, pembagian
harta warisan dibagikan berdasarkan kekeluargaan kepada ahli waris setelah
dibagikan secara hukum Islam yaitu di Kabupaten Katingan yaitu UK (Ahli
Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah), RH (Alli
Waris/Katingan Hilir), RY (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW
(Tokoh Masyardkdt/KUA Kntingan tlilir), dan JP (Tokoh Masyarakat/KUa
Pulau Malan). Begitu juga menurut para informaa yang ada di Kota Palangka
Raya yaitu TM (Ahli Waris/.Iekan Rrrya), AC (Ahli Waris/Sebangau), MHA
(Tokoh Masyarakat/Pengadr I an Agama Palangka Raya), SF (Tokoh
Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh
MasyarakaVKUA Jekan Raya). Para rnforman yang menggunakan pembagian
harta warisan dengan cara tersebui rnerupakan pola yang te{adi dari tradisi
masyakarakat yang telah turun tem.,run dilakukan dan dianggap memiliki
keyakinan psikol.,gis dan dilakukan berulang-ulang sebagai bagian dari
kearifan , 
'lasyarakat lokal.
Secara konseptual hukum kervarisan pada masyarakat di Kabupaten
Katingan dan Kota Palangka Raya dapat menciptakan keharmonisan dan
keseimbangan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat agar terhindar dari
konflik yang kemungkinan akan terjadi. Di dalam hukum Islarn ada beberapa
manfaat yang dirasakan oleh pewdris ketika ddanya penibagian harti waris,
yakni rnenciptakan ketentraman hidup orang-orang yang melaksanakannya dan
membangun nilai-nilai keadilan yang paling tinggi- Jika keadilan ini akan
diterapkan maka secara otomatis akan mencegah muncul berbagai kon{lik
dalam keluarga atau masyarakat.l24
Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak
menentukan hak kewarisan Jalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki dan
pererripuan mempunyai hak yang saria kuatnya uriluk mendapatkan warisdn.
Hal ini secara jelas disebut dalam Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 7 yang
r2asyarif Dahlan dan Iwan Haryantq Eksislensi ADR dalan Penyelesaian Sergheta
Harta Waris Pado Masyqralat Suku liqmqwa, Jumal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.
lv, N0.2, Agosrus 20tE,h.324.
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menyamakan kedudukan lakilaki dan perempuan dalam hak mendapatkan
warisan. Pada ayat 1l-12, 176 surat an-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan
kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki, dan anak perempuan,
ayah dan ibu (ayat ll), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan
perempuan (ayat 12 dan 176). Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-
laki dari pereripuan terdapdt dailaini dua benfuk. Pertama: laki-laki mendapat
jumlah yang sama banyak dengan perempuan; seperti ayah dcngan ibu sama-
sama mendapatkan seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak
kandung. sebagaimana iang dinyatakan dalam ayat l1 surat an-Nisa. Begitu
pula dengan saudara lakl-laki dengan saudara perempuan sama-sama mendapat
seperenam. Apabila seorang pewaris tidak memiliki ahli wans langsung seperti
suamiiistri, anak, bapak dan ibu maka berlaku surat an-Nisa' ayat 12. Kedua:
laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dua kali lipat dari vang di dapat oleh
perempuan yaitu: anak lakilaki dengan anak perempuan, suartti dengan isteri,
sebagaimana tcrsebut daiam ayat l2 surat an-Nisa. l2i
Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak. memang terdapat
ketidaksamaan. Akan letapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena
keadilan dalarn pandangan Islam tidak hanya diukur dengan ;umlah yang
didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan
kebutuhan. Karena secara umum pria membutuhkan iebih banyaL materi
dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran
Islam memikul kewajiban ganda yaitu unnrk dirinya sendiri dan terhadap
keluarganya tcrmasuk para wanita; sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat
an-Nisa' ayat 34. Bila dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan
kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat
bahwa kadar manfaat yang dirasakan lakiJaki sama dengan apa yang dirasakan
oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari
p€rempuan, namun sebagian dri yang diterima akan diberikan lag kepada
r2sMaryati BachtiN, Hukum lYais Islan Dipandang dmi PerspeHi! Gender
Berkeodilon, Jumal Ilmu Hukunq Vol. 3, No. l, t.th, h.37-
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wanita, dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab atas
wanita. Inilah konsep keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam. Walaupun
kerabat garis ke atas, yaitu orang tua dan kerabat garis ke bawah yaitu anak
sama-sama berhak atas harta warisan bahkan dalam surat An-Nisa ayat I I
rnenyatakan bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama, namun
terdapdt perbedadri dahlm junilfi ydng diterima. Andk rdtd-rata mendnpa&an
bagian yang lebih besar dibandingkan dcngan apa yang diterima oleh orang
tuanya Adanya perbedaan ini dapat dikaji dari segi hak dan kewajibaq serta
tanggung jarvab, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak lebih besar
daripada tanggung jawab anak terhadap orang tua. Hak warisan yang diterima
oleh ahli rvaris pada hakekatnya nrerupakan kontinuitas tanggung jawab
pewaris ternadap keluarganya atau ahli waris berimbang dengan perbedaan
tanggung jarvab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga
(yang kemudian menjadi ahli waris) bagi seorang lakiJaki tanggung jawab
yang utama adalah istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban yang harus
dipikulnya.r16
Umur juga tidak menjadi faktor 1,ang menentukan dalam pembagian
harta warisan. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak,
terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara yang besar dengan yang
kEcil tidriklah aciil, tetripi tinjauan dari kebutuhan tidak ber'Sifat sriat
dilangsungkannya pembagian harta warisan tetapi untul jangka waktu yang
lama sampai pada usia dewasa, yang kecil membutuhkan materi yang sama
banyaknl,a dengan orang yang sudah dewasa. Bila dihubungkan dengan
besarnya keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak yang
belum dewasa dan dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak
kewarisan, maka hasilnya keduanya akan mendapatkan kadar manfaat yang
sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan hakiki dalam pandangan
Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang sam a ruta.127
'2'Ibid, h. 38-39t'7lbid, h. 38-39
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Warisan yang dibagikan adalah berupa barang yang dimiliki pewaris
yang jika langusng dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian-bagian
yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam perlu dilakukan upaya
musyawarah untuk mencegah te{adinya perselisihan dan adanya misi saling
tolong menolong dalam harta warisan kepada ahli waris yang memiliki kondisi
ekononii ydrig nieriitiufuhkin dan memerlukdn baiifuari ying bersifat niateri.
Jelas terlihat sifat kekeluargaan dalam hukum waris yang te{adi dalam tradisi
penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota
Palangka Raya.
Adanya gabungan hukum Islam dan hukum adat menunjukkan keadaan
yang pluralistik (beragam). I{al ini terlihat dari berlakunya berbagai sistem
hukunr kewarisan r,iasyarakat di Kabupatan Katingan dan Kota Palangka Raya
yaitu hukum rvaris Islam, hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPerdt
da; hukum adat. Keanekaragaman hukum ini masih ditambah lagi hukum
waris adat yang belaku yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal,
tetapi juga bermacam-macarn mengikuli bentuk masyarakat dan sistem
kekeluargaan masyarakat lndonesia. Dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan
masyarakat di Kabupatan Katingan dan Kota Palangka Raya dipengan-rhr oleh
sistem kekeluargaan masyarakat. ''E Akibatnya bentuk dan sistem kewarisan di
Iridonesid nicrigalanii pluralisme hukum kewariSan yi.rig beflaku dan
dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan rasa keadilan masing masing.
Pluralisme sistem kewarisan pada masyarakat Kabupatan Katingan dan
Kota Palangka Raya tampak dalam hukum kewarisan yang digunakan yaitu
hukum kewarisan Islam, hukum waris perdata yang bersumber dari KUHPerdt
dan hukum waris adat yang bersumber dari hulium yang hidup di masing-
masing daerah. Hukum kewarisan lslam berlaku bagi mereka yang beragama
Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara
I2sSupriyadi, Pilihan Hukun Kewarisan dalam Masyarakat Pluralislik (Sluli
Komparasi Hukum lslam don Hutum Perdaa), Jumal AlJAdalal! Vol. )trI, No. 3, Juni 2015,
h. s54-555.
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Bila dicermati dari tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dalam pandangan hukum
Islam mempunyai tujuan yaitu agar dapat menyelesaikan masalah harta
peninggaldn sesuii dengan ketenfudri agama din jangan Sampai ada ydrig
dirugikan dan termakan bagian dari ahli waris yang lain. Selain itu, pembagian
harta warisan dapat bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat disekitarnya.
Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah pada
Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yaitu dengan kebiasaan
menyelesaikan dengan musyawarah kemudian menggunakan hukum Islam
tcrlebih dahul,r kemudian dilakukan musya\4arah untuk msnentukan bagian
dan pembagian i,arata. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara yang digabung
yaitu rnelalui ilmu.faraid dan tradisi kearifan lokal, penulis menyebutnya
sebagai due procces dispute resolution kewarisan atau kompromi penvelesaian
sengketa waris dengan tetap melakukan sesuai syariat Islam (faraid), kemudian
dilakukan rnusyarawah.
Mentalitas masyarakat di Kabupaten Katingan dan Kota Pallngka Raya
tetap membagi waris secara Islam, kemudian didaur ulang harta dan digabung
nilai kerrranusiaan (humanis), sebeb fAkta ilmith tradisi penyelesaian sengketa
kewarisan terikat aspek ibadah yang tetap menjalankan hukum Islam dalam
aspek kewarisan kemudian ketetdntuan tersebut dimodifikasi melalui ntlai
kemanusiaan dalam konteks hukum keluarga (family recht) yang melahirkan
paradigrna baru dalam penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kabupaten
Katingan dan Kota Palangka Raya yaitu due procces dispute resolution
kewaris.in dalam arti terpenuhinya pelaksanaan pembagian waris sesuai hukum
Islam kemudian melaksanakan musyawarah dengan mengutamakan aspek
maslahat.
Tradisi penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah
pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya yaitu kebiasaan
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menyelesaikan dengan musyawarah kemudian menggunakan hukum Islam
terlebih dahulu kemudian dilakukan musyawarah untuk menentukan bagian
dan pembagian harta. Tradisi tersebut merupakan cerminan bangsa Indonesia
sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai "budaya" berupa "adat-istiadat"
yang mencerminkan dari pada kepribadian sesuatu bangsa Indonesia,
Selanjutnya riierijadi sumber bdgi SiStem hukum Adat. Sedangkan istileh
"adat" berasal dari bahasa Arab, dan istilah ini telah hampir menjadi bahasa di
semua daerah Indonesia. A.dat dapat juga diartikan kebiasaan, sehingga secara
sederhana hukum Adat atan Adatrecht dapat diartikan ke dalam bahasa
Indonesia menjadi hukum kebiasaan. Selain itu, A. Qodri Azizy memberikan
konsepsi secara dinamis bawa hukum Adat Inrlonesia ini, lebih tepat disebut
"hukum Lebiasaan" (customary law) zlau hukum yang hidup di masyarakat
(living law), sedangkan dalain pengertian yang statis adalah kebiasaan atau
AdaristiAdat bangsa Indonesia yang telah dijadikan sebuah disiplin dan
dik:tegorikan secara baku. Demikian juga Sorjono Soekanto juga mengatakan
bahwa pada hakekatnya hukum Adat merupakan hukum kebiasaan, artinya
kebrasaan-kebiasaan i'ang mempunyai akibat hukum lseinsollen), berbeda
dengan kebiasaan-kebiaaan belaka, kebiasaan yang merupakan adat adalah
p€rbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.l2e
Jadi alakirii tradiSi p€nyeleSdian sengketa kewdriSdn fiasyarekat
Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya
dilakukan dengan cara yang digabung, due procces dispute resolution
kewarisan, (bahasa femuan fakta ilmiah) kompromi penyelesaian sengketa
waris, tetap melah*an sesuai syariat foraid, kemrudian melakukan
musyawamh untuk mencapai kesepaliatan dengan jalan perdamaian dan
meinperhatikan prinsip tolong menolong.
\2eKomai, Eksistensi Huhrm Waris di Indonesia; Antara Adat dan Syarial, Jurnal Asy-
Syari'ah. Vol. 17, No.2, Agustus 2015, h. 158.
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C. Keberlakuan Eukum Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Tradisi
Masyarakat Kalimantan Tengah Pada Kabupaten Katingan dan Kota
Palangka Raya
Telah dipaparkan sebelumnya bahwa semua informan beralasan dengan
melakukan pembagian harta warisan yang berdasarkan kesepakatan antar ahli
waris yang ihlriia dilakuktiii atus saran ahli waris yaiig paliag doiiiiiia,i iiiaka
dapat dikatakan cara yang informan lakukan adalah pembagian harta warisan
secara adat. ,Adapun bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris tidak
sama dan ada pula yang membagi harta warisan tersebut dengan sama rata serta
ada pula yang hanya membagikan harta warisan terebut kepada salah atu ahli
waris yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, berikut ini adalah
penjclasan hukum mengenai pembagian harta waiisan yang dilakukan secara
kekelu:irgaan atau berdasarkan kesepakatan bersama.
Menurut hukum kewarisan salah satu scbab terjadinya waris mewarisi
adalah karena huburgan kekerabatan atau nasabr30 yaitu hubungan kekerabatan
ini menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. Adanun
h[bungan tersebut yang ada ikatan nasab, seperti ayah, ibu, anak, saudara,
paman, cucu dan seterusnya yang intinya adalah orang tua, anak dan orang
yang bemasab dengan mereka. Konteksnya dengan pandangan ahli waris agar
membagi harta secara kekeluargaan tersebut secara logika sekilas tidak
bermasalah, namun jika dicermati dalam sudut adanya ahli waris yang terhijab
dalam menerima waris, maka praktik pembagian waris secara kekeluargaan
sebagaimana yang te{adi pada masyarakat muslim Kecamatan Jekan Raya
memberi kesan seakan tidak mengindahkan adanya ketentuan tenlang hijab
nuqsan dan hijab hirman, yaitu bahwa ada diantara ahli yang terhalang tidak
berhak menerima harta warisan.
Unfuk memahami istilah terhijab dalam hukum kewarisan Islam, terlebih
dahulu peneliti mengulas istilah kata h|ab yailr menurut bahasa aialah
rrol-ihat, A. Rachmad Budiono, Pembaruan Hukrm Kewarisat lslam Di Indonesiq,
Bandung: PT. Citra Aditya Bahi, 1999, Cet. l, h. 8.
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penutup atau penghalang dari memperoleh warisan. Sedangkan menurut istilah
adalah beberapa kerabat yang terhalang menerima warisan.r3t Dalam fikih
mawaris, islllah htjab digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang hubungan
kekerabatannya jauh, yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang hak-hak
kewarisannya. oleh ahli waris yang lebih dekat. Ahli waris yang menghalangi
disebut sebagai hajib, <Lan ahli waris yang terheldrig diS€tiut dengan mahiub.tsz
Dan bila dilihat dari akibatnya, ada dua macam hijab yaitru hijab nuqsan dan
htjab hirman. Berikut ini peneliti jabarkan penjelasan dai kedua hijab.
Hijab nuqsan adalah hijab yang dapat mengurangi bagian har ur
seseor rg dari banyak menjadi sedikit, tetapi fidak sampai membuatnya tidak
mendapat harta warisan.rl Adapun perubahan bagian dalam hrjab nuqsun
tedadi pada suami, istri, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara
kandung, dan saudara perempuan seayah. tla
Hal tersebut berakibat mengurangi bagian ahli waris yang munjub.
Seperti, suami yang seharusnya mendapat bagian t/2, karena ada anak atau cucu
baik lakiJaki atnu perempuan maka tedadi pengurangan bagian yang
diterimanya yaitu menjadi %. Istri yang seharusnya mendapat bagian % karena
ada anak atau cucu baik lakiJaki atau perempuan, naka terjadi pengurangan
bagian yang diterimanya yaitu menjadi %. Demikian halnya, saudara kandung,
Saudd,rd perempuan seayah, ibu serti eucu peienipudri dari anak leki-iaki yang
mendapatkan pengurangan dalam bagian yang akan diterima.
Adapun untuk bagian yang setrarusnya diterima saudara kandung itu
adalah Yz jika ia seorang, tetapi jika ia berjumlah 2 orang atau lebih mendapat
bag;an %, dan itu dapat berkurang karena bersamaan dengan adanya anak aiau
cucu perempuan. Maka seteiah terjadi p€ngurangan bagian untuk saudara
LrMuhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lina Mazhab: Jafari, Hanafi, Maliki, Srsf i,
Hambali, alih l-.ahasa Masykur A. B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Ka[ Jakarta: Lentera,
2003, Cet. 10, h. 568.
t32Ahmad Rofiq, I'r'4h Ma+'aris, lakarta: PT. RajaGrafindo Persad4 2OOl, Cet. 4, h. 89-
90.
r33M. Sanusi, Pardz an Lengkap dan Mdah Membagi Harta llqris, h. 104.
rrt<omite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Huhrm llaris, Alih bahasa Addys
Aldizar dan tathurrahman. Jakafla Seiatan: Senayan Abadi Publishing 2004. Cet. l, h 2EO.
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kandung baik itu seorang atau lebih adalah'ashabah ma'alghair. Kemudian
untuk bagian saudara perempuan seayah adalah %, karena ia bersamaan dengan
seorang saudara perempuan kandrmg maka terkurangi bagiannya menjadi t7u.
Sedangkan bagian ibu yang seharusnya mendapat t,/,, karena bersamaan dengan
anak atau cucu maupun bersamaan dengan 2 saudara atau lebih, maka
terkurangi bagiannya menjadi I7u. Demi.!.ian juga yang terjadi pada cucu
perempuan dari anak lakilaki yang seharusnya mendapat bagian Yz karcna
bersamaan dengan seorang anak p€rempuan maka bagiannya terkurangi
menjadi r7o.l35
Hilab hirman adalah penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris
seseorang. Sehingga apabila sescorang terkena hilab hirman, maka ia tidak
akan mendapatkan harta sepeser pun. Berikut adalah ahli waris yang terkena
hiiub hirman, yaitu
I . Kakek yang terhalang mendapatkan hak warisny a karena adanya ayah.
2. Nenek dari garis ibu terhalang karena adanya ibu.
3. Nenek dari garis ayah juga terhalang karena adanya ayah dan ihrr.
4. Cucu laki-laki dari garis lakiJaki terhalang karena adanya anak laki-laki.
5. Cucu perempuan dari garis lakilaki yang'oerjumlah seorang atau lebih
terhalang karena adanya anak laki-laki atau anak perempuan 2 atau lebih.
6. Saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekan<iung (seorang
atau lebih) terhalang karena adanya anak lakiJaki, cucu lakiJaki dan ayah.
7. Saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah (seorang, atau
lebih) terhalang karena adanya anak lakiJaki, cucu lakilaki, ayah, Saudara
laki-laki sekandung, dan saudara perempuan sekandung bersama anak atau
cucu perempuan.
8. Saudara laki-laki atau perempuan seibu (seorang atau lebih) terhalang
karena adanya anak laki-laki dan perempuan, cucu lakiJaki dan perempuan
maupun kareia adanya ayah dan kakek.
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung terhalang karena adanya
anak lakiJaki, cucu lakilaki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung
atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima
'ashabah ma'alghair.
10. Anak laki-laki dari saudara seayah terhalang karena adanya anak atau cucu
laki-laki, niaupun iidanya ayah. 136
Dari pembahasan secara hukum kewarisan Islam di atas, maka
pembagian yang disebutkan para informan yang ada di Kabupaten Katingan
yaitu UK (Ahli Waris/Katingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah),
RS (Ahti Waris/Pulau Malan), RH (Ahli Waris/Katingan Hilir), RY (Tokoh
Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan
Hilir), dan JP (Tokoh MasyarakaVKUA Pulau Malan). Begitu juga menurut
para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM (Ahli Waris/Jekan
Raya), PH (Ahli WarislBukit Batu), AC (Ahli Waris/Sebangau), RI (Ahli
Waris/Rakumpit), NA (Ahli Waris/Pahandut), MHA (Tokoh
Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh
Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh
Masyarakat/KUA Jekan Raya) bahwa pembagian yang mereka lakukan s
terlebih dahulu dengan sistem pembagian warisan secara ilmu /araid, untuk
selanjutnya baru pihak kelrrarga bemrusyiiwd,rih unfuk meriiilih cara
pembagian warisan mana yang disepakati, yaitu berdasa*an kesepakatan
musyawarah kekeluargaan.
Secara konseptual keberlakuan tradisi penyelesaian sengketa kewarisan
yang disebutkan para informan yang ada di Kabupaten Katingan yaitu UK
(Ahli Waris/Itutingan Tengah), MA (Ahli Waris Katingan Tengah), RS (Ahli
Waris/Pulau Malan), RH (Ahli Waris/Katingan Hilir), RY (Tokoh
Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan
Hilir), dan JP (Tokoh Masyarakat/KUA Pulau Malan). Begitu juga menurul
para informan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu TM (Ahli WariVJekan
t16tbid.,h. yl
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Raya), PH (Ahli Waris/Bukit Batu), AC (Ahli WariVSebangau), RI (Ahli
WariVRakumpit), NA (Ahli Waris/Pahandut), MHA (Tokoh
Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), SF (Tokoh
Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh
Masyarakat KUA Jekan Raya) yaitu dengan terlebih dahulu rrrembagikan harta
warisiin kepadi maSiri!-masing ahli wnriS addldh bagi dahulu sesuai dengan
hukum Islam, selanjutnya setelah dipastikan masing-masing telah memilki hak
sepenuhnya atas harta waris, setelah dipastikan harta rvarisan itu lcrbagi
dengan benar dan sah, sclanjutnya jika dari masing-masing kcluarga ahli waris
ingin saling membantu saudaranya yang mendapat jatah yang kecil atau bahkan
ingin memberikan semua haknya dari harta warisan.
Secara konseptual adania aturan ketentuan pembagian warisan secara
terpcrinci dalam Islam agar tidak te{adi perselisihan antara sesama ahli waris
sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Sebab, syariat Islam menghendaki
adanya pembagian harta rvarisan yang adil dar, keadilan tersebut merupakan
salah satu sendi pembinaan yang dapat ditegakkan. Adapun tujuan utama dari
pembagian harta warisan secara hukum Islam adalah agar dapat mengetahui
dengan sebenar-benarnya tentang pembagian warisan yang berhak, sehingga
tidak terjadi adanya seseorang yang mengambil hak orang lain dengan cara
yang tidak halal. Sebdb. apabila seseordrig telah rieniriggal dunin, maka harla
peninggalannya telah terlepas dari pada hak miliknya dan berpindah menjadi
milik orang lain yaitu orang yang menjadi ahlt warisnya.
Sedangkan caru yar.g dilakukan disebutkan para informan yang ada di
Kabupaten Katingan yaitu tlK (Ahli WariVKatingan Tengah), MA (Ahli Waris
Katingan Tengah), RS (Ahli Waris/Pulau Malan), RH (Ahli Waris/Katingan
Hilir), RY (Tokoh Masyarakat/KUA Katingan Hilir), GW (Tokoh
Masyarakat/KUA Katingan Hilir), dan JP (Tokoh Masyarakat/KU A Pulau
Malan). Begitu juga menwut para informan yang ada di Kota Palangka Raya
yaitu TM (Alrli Waris/Jekan Raya), PH (Ahli WariyBukit Batu), AC (Ahli
Waris/Sebangau), RJ (Ahli WarislRakumpit), NA (Ahli Waris/Pahandut),
MH.A (Tokoh Masyarakat/Pengadilan dgama Palangka Raya), SF (Tokoh
Masyarakat/Pengadilan Agama Palangka Raya), dan MS (Tokoh
MasyarakaVKUA Jekan Raya) berdasarkan musyawarah dan kesepakatan
antar ahli waris yang mana dalam hal ini untuk mencegah perselisihan danjuga
mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan ahli waris sesuai dengan
keadaaiinya dtau dengai katri Idin memperhatikein kemaslahdtari ahli wariS
lainnya.
Jadi secara konseptual warisan dibagi dahulu sesuai dengan h.,kum Islam
(faroitl), selanjutnya pastikan masing-masing telah mer,,iliki hak sepenuhnya
atas harta waris, setelah dipastikan harta warisan itu terbagi dengan benar dan
sah, selanjutnya jika dari masing-masing keluarga ahli rvaris ingin saling
membantu saudaranya yang mendapat jatah yang kecil atau bahkan ingin
memberikan semua haknya dari harta warisan itu, kondisi yang demikian boleh
dilakukan dan masuk dalam perbuatan tolong menolong dengan sesama yang
dibenarkan dalam Islam, asalkan setelah harta waris tersebut dibagi terlebih
dahulu dengan berrar berdasarkan ilmu faraid dalam rangka melaksanakan
syariat lslam atau dalam konteks otoritas hukum Islam dalam hal kewarisan.
Secara konseptual bagi urnrt Islam merupakan suatu keharusan untuk
melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat yang ditunjuk oleh nas-nas yang
sarih. Allah StrVT. merijeldskan bagidn warisar, urihrk setiap dhli waris. Did
memperincinya secara umum dan mcnjelaskan ayat-ayat Cari awal surat an-
Nisa sampai akhimya sehingga ilmlu faraid disebut sebagai bagian dari
ketentuan-Nya. Maka jelaslah bahwa umat Islam wajib menaati ketentuan
Allah dalam pembagian waris ini. Setelah menjelaskar, hukum-hukum waris,
Allah SVvT. berfirman dalam surat an-Nisa ayat 13-14 yang menceritakan
tentang janji Allah bagi orang-orang yang tunduk dalam menjalankan
ketentuan waris tersebut serta ancaman bagi hamba-Nya yang menyalahi
batasan yang telah ditentukan, baik menambaii, mengurangi, maupun tidak
memberikan bagian bagi ahli waris yang berhak dan malah memberikannya
kepada yang tidak berhak. Selain itu Rasulullah SAW. juga memerintahkan
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agar umat Islam membagi harta warisan menurut ketentuan dalam al-Qur"an
dalam sabdanya'. "Bagilah harta pwaka antdra ahli waris menurut Kitabullah
(Alquran).137
Terkait dengan motif membantu dalam pembagian waris dengan
musyawarah yang dilakukan dalam tradisi masyarakat Kabupaten Katingan dan
Kota Palangka Raya perbuatan saling membantu keluarga yang tidak memiliki
harta yang memadai, kondisi yang demikian ini disebut dengan tolong
menolong. Anjuran untuk saling tolong menolong ini terdap,at dalam hadis
yang diriwayatkan oleh al-lmam Muslim, daripadanya Abu Hurairah RA.
daripadanya Nabi SAW. bersabda "siapa yang menolong scorang mukmin dari
satu kesusahan dari berbagai kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan
melepaskannya dari berbagai kesusahan serta kesusahan-kesusahan lainnya di
hari kiamat. Barang siapa yang mempermudahkan bagi orang susah, niscaya
Allah akan mempermudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang
menutup ke'aiban seorang mrslim, niscaya A.Uah akan menutup ke'aibannya di
dunia dan akhirat. Allah sentiasa bersedia menolong hamba-Nya selagi dia
suka menolong saudaranya. Barang siapa yang melalui suatu jalan untuk
menuntut ilmu, niscaya Allah akan mempermuda.hkan baginya suatu jalan
menuju ke surga. Sekelompok orang tidak berkumpul mereka disalah satu
rumah-ruf,iah allah (mesjid) Seraya mereka diembaea Kitrib Allah (alquran)
dan menelaahnya dengan seksama secara bersama-sana dengan suasana penuh
ketenangan sshingga turun rahmat Allah kepada mereka semua yang hadir dan
mereka akan di kelilingi oleh para malaikat dan Allah akan menyatakan bahwa
mereka termasuk orang-orang yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang
terlambat amalannya, niscaya nasab keturunannya tidak mampu
mempercepatkannya. " I 38
It'Siii Muna Hayati, Bosaluh Suku Banjar dalam Sengka l/aris, Alhukama The
Indonesian Journal of islamic Family Law, Vcl. 06, No. 01, Juni 2016, h. 11.
r" Lihat, Muhammad Nashiruddin Al Albani, Slahih lbm Majah Jilid l, alih bahasa
Iqbal dan Mukhlis Blvl Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, cet.2, h. 123. Lihat juga Muhammad
Nashiruddin Al llbari, Shahih Sunan Abu Daud, alih bahasa Ahmad Taufik Abdurrahman dan
Shotla Ti<ijani, ,akarta: Pustaka Azzam, 2006, cet. l, h. 363.
75
Penerapan hukum Islam termasuk hukum kewarisan dapat terjadi tidak
sesuai dengan tekstualnya, apalagi yang berhubunmgan dengan perkembangan
dari tektual dalan ayat-ayat Alquran yang pokok-pokoknya saja. Dalam hukum
kewarisan tentang ahli waris Alquran hanya mengatur ayah, ibu, suami. Istri
dan anak, di luar itu tidak diatur. Sehingga dikembangkan oleh para ahli hukum
Islafi Seperti ahli wiris kakek, nenek, cucu dan ldin sebagainya.Dalam konteks
pengembangan hukum kewarisan Islam disetiap negara atau daerah
terpengaruh oleh corak budaya adat-istiadat kehidupan mas),arakat suatu
negara atau daerah dimana hukum kewarisa; diberlakukan. Pengembangan
hukum kewarisan Islam dan budaya adat-istiadat kekerabatan patrilinel, akan
berbeda dengan budaya adat-istiadat kekerabatan parental atnu bilateral. Hal ini
terjadi seperti f.,enerapan hukum ke'"varisan Islam di lndonesia yang mayorius
menganut sistem budaya adatistiadat parental atau bilateral yaitu yang
memberikan hak kepada setiap kerabat dalam jarak tertenlu, baik lakilaki
maupun perempuan. Lain halnya dengan budaya yang menganut adaristiadat
sistem patrilineal sudah barang tentu yang berhak mendapat hana kewarisan,
terbatas pada kerabat laki-laki, sedangkan pihak perempuan bukan sebagai ahli
waris.l3e
Dengan demikian sebagai pemenuhan otoritas hukum Islam, dalarn
penyelesaian sengketa kewarisan padr masyakat Kabupaten Katingan dan
Kota Palangka Raya juga menjalankan syariat Islam yang telah diterangkan
dalam Alquran dan sunnah dengan memin'ra pendapat dari tokoh atau ulama
yang memahami ilmu faraid kemudian melakukan musyawarah dengan
kesepakatan membantu ahli waris lain dnkim kontekS ekononii (harta/mal).
Dengan kata lain tolong menolong dengan sesama sebagaimana yang
diperintahkan dalam Islam harus dijalankan, sedangkan yang dilarang harus
ditinggalkan. Begitu pula yang berkaitan dengan pembagian harta warisan bagi
yang berhak menerima, harus dijalankan agar tidak terjadi perselisihan yang
rreKomari, Dirmmisasi .tan Elasrisilas Eukum Kewarisn lslam, lurnal Hukum dan
Peradilan, Vol. l, No. 3, November 2012, h. 465.
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juga menjadi tujuan syariat dalam menjalankan perintah Allah SWT dalam
konteks memelihara agama (hifzul din). Selain itu hikmah waris itu sendiri
sangatlah besar, yakni memperkuat hubungan silatunahim sesama keluarga.
Pada prinsipnya warisan itu sangat brguna sekali bagi manusia agar terjadi
ke{asama, saling menyayangi dan merr,berikan manfaat kepada kerabat ahli
wdriS ying ditinggnlkan untuk mengenang kebaik6n si pemilik harta ynng teldh
meninggal dunia juga termasuk dalam konteks memelihara harta (hifzul mal)
yang membawa misi sosial ekonomi.
Jika dicermati berdasarkan pendckatan perundang-undangan tradisi
penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat Kabupaten Katingan dan
Kota Palangka Raya secara konseptual dalam hukum nasional, telah diatur
dalam hukum rvaris sebagaimana KUH Perdata bagian V tentang hukum
waris. Harta waris adalah harta peninggalan orang tua untuk anak-anak yang
ditinggalkan sebagai penerus atau ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh
orang tua yang telah meninggal dunia. Menurut Hilman Hadikusuma, di dalam
KUI{ Perdata (Bl,y) tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertie.n
tentang hukum waris, namun demikian Pasal 830 KUH Perdata (BW)
menyebutkan bah.^,a pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dengan
demikian pengertian hukum waris barat menurut KUH Perdata (Bll/) ialait
kinpa ddlrnya orang yeng mafi da;r rrieninggalkan harta kekayaan, niaka tidak
ada masalah pewarisan, sehingga harus ada orang yang meninggal dunia,
pertama-tama tentulah apa yang dinamakan kematian alarni (naturlijke
dood).ta0 Lebih lanjut dalam Pasal 883 KUH Perdata (BW) menyebutkan
bahwa adalah sah pula, suatu ketetapan ',',asiat, dengan mana mengenai sesuatu
kebendaan hak pakai hasilnya diberikan kepada orang yang satu, sedangkan
hak milik semata-mata atas kebendaan itu diberikan kepada orang yang lain.
''oAnita Kamilah dan M. Rendy Aridh ayandi, Kajian Terhadq Penyelesaion Sengkeb
Pembagtan Harta Warisan Alas Tquh Akibat Tidak Dilaksatukonnya ll/asial Oleh Ahli Waris
Dihubungkan De-ngan Buku Ii Kinb Undang-Undang Hukum Perdaa Tentang Benda (Yat
Zaken), )umal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. l, Februari 2015, h. 24-25,
77
Selain itu menurut Pitlo disebutkan bahrva hukum waris adalah suatu
rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya
seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur yaitu akibat dari
beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris
baik di dalam hubungannya antara keluarga itu sendiri maupun dengan pihak
kctiga. Intinya adalah perafurdri yirig mengrtur akibalekibet hukuni ddri
kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan
kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli
waris, baik dalam hubungan antara s€sama ahli rvaris maupun ai:tara para ahli
waris dengan pihak ketiga.lal
Seperti diungkapkan Hazairin dari seluruh hukum, maka hukum
perkar'';inan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistern
kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat, Hal ini disebabkan, hukum
kewarisan itu sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa
setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting
dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lajim disebut meninggal
dunia. Selain hukum waris barat yang tertuang di dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perclata, hukum yang mengatur pembagian harta warisan yaitu
pertama, hukum Waris Islam merupakan kerentuan Alquran dan hadis-
Pcngguniari hukurri wafis Isl6n tergdnfung pada keimaniin seseofarig dengan
demikian, maka keyakinan akan keimaiian merupakan faktor vlama. Kedua,
hukum waris Adat yang beraneka ragam, tergantung di lingkungan mana
masalah warisan itu terbuka. Sebagaimana diketahui di Indonesia faktor etnis
mempengaruhi berlakunya aneka hukum adat yang tentunya dalam masalah
warisan pun mempunyai corak sendiri-sendiri.ra2
Begitu juga dalam konteks penyelesaian sengketa kewarisan pada
masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya secara konsepiual
forAnita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi, Kajian Terhodap Penyelesaia se gketa
Pembagian Hqrta Warisqn Alas Tqnah Akibat Tidak Dilokanal<annya Yaiat Oleh Ahli Wsris
Dihubungkan Dengan Euku Ii Kilab Undang-Umlang Huhm Perdala Tentang Benda (Yan
Zaken), lumal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. l, Februari 2015, h. 24.
*7ibid.,h.2s.
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masalah pewarisan sebagai hukum yang mengatur peralihan kekayaan dari
pewaris kepada ahli rvarisnya merupakan bidang hukum yang bersifat sensitif,
oleh karena itu pembagian terhadap harta warisan tersebut dapat dilakukan
berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, serta atas dasar kesepakatan para
pihak. Keluarga adalah faktor paling penting dalam kehidupan, dimana
keiuarga menjadi tempat dalam anggotanya berinteraksi satu sama lain <ii
sekitar lingkungan sehari-hari, dan dapat diketahui bahwa dalam suatu keluarga
terdapat komponen anak yang memiliki peran penting menjadi pcnerus
keluarga atau dapat dikatakan sebagai ahli waris dan penerus harta yang
menjadi peninggalan orang tuanya kelak setelah orang tuanya meninggal. Agar
harta peninggalan tersebut tedaga dan dapat dieunakan dengan baik ta,ipa
menimbulkan sengketa bagi penerusnya kelak, maka pembagiannya harus
sesuai hukum yang berlaku. Berlandaskan pada hal tersebut, dalam suatu
keluarga dapat dibenarkan untuk melakukan pembagian harta warisan dengan
didasarkan pada kesepakatan dari pewaris maupun ahli waris, salah satu
bentuknya dengan cara melakukan pembagian warisan dengan jumlah yang
sama tanpa memperhatikan status p€nerima warisan apakah seorang lakiJaki
maupun perempmn, hal ini yang juga te{adi sebagai tradisi penyelesaian
sengketa kewarisan pada masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka
Raya.
Berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat dan pada kehidupan
sehari-hari, sering te{adi sengketa dan masalah':masalah yang timbul ketika
pembagian harta warisan dilaksanakan. Adapun yang dimaksud sengketa
menurut Duene Ruth Hefelbower adalah kondisi yang tedadi ketika dua pihak
atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup
sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau
dalam beberapa hal membuat tuj uan pihak lain kurang berhasil. Penyelesaian
sengketa berkenaan dengan waris dapat dilakukan dengan cara hukum waris
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Islam, hukum waris barat dan hukum waris adat.ra3 Jika dicermati lebih lanjut
tradisi 
_penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat Kabupaten Katingan
dan Kota Palangka Raya memiliki legitimasi hukum Islam, hukum wans barat
dan hukum waris adat. Sebab, telah dilakukan skema pembagian secara hukum
Islam dan juga dikembangkan dengan tradisi atau kebiasaan yang terjadi di
masyarakat dengan keberlakuan hukum adat, danluga memiiikr legaliras dalam
hukum positif
Selain itu, Ter Haar berpendapat bahwa hulum waris adat itu meliputi
aturan-aturan hukum yang bertalian dengan prcses dari abad ke abacl yang
menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan matenal dan
immaterial dari turunan keturunarurya. l;a T, adisi perwelesaian senqketa
kewarisan pada masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya j uga
merupakan kebiasaan yang terjadi secara turun temurun yang dilakukan
berulang-ulang dan diyakini menjadi hukum kebiasaan yang berlaku oi
masyarakat untuk mencegah te{adinya perselisihan dan mengutamakan
perdamaian. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT, antara lain dalam
surat an-Nisa ayat 35, surat an-Nisa ayat I 14, surat al-Hujurat ayat 9-102, hadis
Nabi lvluhammad SAW. yang diri.,vayatkan oleh al-Imam at-Tirmizi se(a
ijma". Proses penyelesaian sengketa secara litigasi tidak mampu menyelaini
fakta sebenarnya dari persengkefuan para pihak, bahkan kenyataan ini
dijelaskan dalam sabda Nabi Muliammad SAW. yang diriwayatkan oleh Abu
Dawud. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2008
terdapat istilah mediasi yang berarti cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh
mediator.la5
Selain itu jika dilihat melalui pendekatan pcrundang-undangan dan
pendekatan konseptual, hukum adat merupakan sistem hukum ncn-statutair
to3lbid,h. 25-20.
rqEman Suparman, Hrkum Waris Indonesia Dalam Perspehf tslan, Adat dan BW,
Bandung: Refika Adiuma, 2005. h. 67.
rn'Siti Muna Hayati, Bdslit h Suku Banjar dalom Sengketa lilazi, Alhukama The
Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 01, Juni 2016, h. 2.
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yang diciptakan oleh Scnouck Hugronje pada masa Pemerintahan Kolonial
Hindia Belanda di lndonesia sebagai suatu hukum kebiasaan dan sebagian
kecilnya adalah hukum Islam. Hukum Adat meliputi hukum-hukum yang
berdasarkan keputusankeputusan hakim dan bensikan asas-asas hukum
lingkungan, di mana ia memutuskan perkara, di rnana hukum Adat
berurdtbirakAr pdda kebudnydtui tradisionai yang bcrsifat lokal. Sedangkan
hukum syariat adalah seperangkat peraturan anu hukum ilahiyah yang
bersumber kepada alquran dan sunnah, serta memuat norma-norma hul:um
universal baik yang bersifat dimensi '.'ertikal maupun honzontal. Term umum
yang biasa disebut syariat terbentuk dari beraganr produk hukum hasil
pemikiran para ulama (fiqh), yang ken,trdian ditransformasikan ke dalam
peraturan perundang-undangan melalui proses kodifikasi (taqnin), hingga
hukum Islam itu menjadi hukum positif. Kolaborasi antara kedua hukum itrr
mengakibatkan adanya pandangan bahwa hukum Adat merupakan hukum
kebiasaan yang mempunyai akibat huktrm (sein.v,llcn). dan berbeda dengan
kebiasaan-kebiasan belaka, di mana kebiasaan yang merupakan Adat adalah
perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Namun
hrrkum dalam bentuk ini juga dapat dijumpai di setiap negara tennasuk negara
maju, dan di negara-negara Islam, dalam huicum Islam diseb$ "al-'urf' alau
,., , ,,,, 116at- aaan
Ada tiga macam ketefiuan hukum waris yang berlaku dalam masyarakat
dan mempunyai corak yang berbeda dengan corak sifat hukum yang berbeda.
Ketiga hukum waris tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber pada
Alquran dan hadis, hukum perdata yang bersumber pada BW @ngerlyk
Lltetboek) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPerdt) dan hukum perdata yang bersumber dari waris adat.
Hukum waris adat sendiri terbagi menjadi hukum waris adat yang yang masing
masing daerah berbeda beda. Sebagai akibat keadaan yang dikemukakan
r{Komari, Etslslensr Hukum Waris dj Indonesia: Antara Adat dat Swial Jurnal Asy-
Syari'ah, vol. 17, No. 2, Agustus 2015, h. 157-158.
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tersebut maka hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih
tergantung pada hukum waris mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia.
Pilihan hukum untuk menentukan hukum kewarisan ini didasari oleh
pluralisme hukum kewarisan yang diakui di negaia lndonesia.laT
Jika dilihat melalui pendekatan perundang-undangan maka hukum
k€wiryisdn Islam b€rlaku hagi riiereka yang beraganid Islarii seb6giimana
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum acara peradilan agama
Nomor 7 tahun 1989jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan
Agama khususnya Pasal 49 avat 'l huruf (b) yang menyatakan bahwa
pengadilan agama bertugas dan berwenang rcmeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkar petama antara orang orang yang beragama
lslam di bidang kewarisan. Selanjutnya pada ayat 3 menyatakan "bidang
kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayal I huruf (b) ialah penentuan
srapa-siapa yang menjadi alrli waris, penentuan mengenai harta peninggalan,
penentuan bagian masing masing ahli waris dan melaksanakan pembagian
harta peninggalan tersebut". Melihat Pasal ini jelas bahwa bagr mereka yang
beragama Islam (Mrslim) secara forrnal (hukum acara) wajib tunduk pada
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo, Nomor 3 Tahun 2006.
Selain dengan menggunal:an jalur litigasi melalui Pengadilan Agama,
penyelosdian s.dgketi wariS juga mengakui addnya jalur non litigdsi (di luar
pengadilan) menggunakan alternative dispute resolution (ADR) atau atematif
penyeiesaian sengketa. Para pihak dalam menyelesaian sengketa harta waris
melalui jalur alternative dispute resolution (ADR), baik dalam bentuk
menggunakan jalur rnediasi, negosiasi, kons'.iltasi, fasilitasi, dan lainJairr.
Kebolehan penyelesaian perkara diluar pengadilan diatur berdasarkan pasal
1851, 1855, 1858 KUH Perdata, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970
serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian
Sengket4 maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa
raTSupriyadi, Pilihan Huhm Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Sludt
Kompmasi Hukum Islan don Hukum Perdata),!$rnal Al-'Adalah, Vol. )OI, No. 3, Juni 2015,
h.554-55S.
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ra8Syarif Dahlan dan Iwan llaryanto, Elrr;istensi ADR dalom Penyelesaian Sengkela
Harta Waris Pada Maslaralat Suka Samawa, Jumal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.
IV, N0.2, Agustijs 2018, h. 325.
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dengan menggunakan lembaga selain pengadil an (non liligasi), sepetti
arbitrase dan musyawarah mufakat atau perdamaia n (islah).1a8 penyelesaian
menggunakan alternative dispute resolutioa (ADR) atau atematif penyelesaian
sengketa merupakan penyelesaian yang secara tidak langsung sudah lama ada
dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota palangka Raya
yang tertintni rapi Can dibudayaktur delAm kehidupdn masy:irdkat.
Penyelesaian sengketa menggunakan afternlJtive dispute resolution (ADR) atau
altematif penyelesaian sengketa sangat mudah dipahami, sederhana dan cepat
dalam menyeiesaikan sengketa. terutama sekaii sengketa harta waris yang
terjadi di masyarakat Kabupaten Katingan daii Kota Palangka Raya.
Penyelesaian dengan perd;maiar/musyawarah sebelum mauDun setelah
terjadinya perselisihan, telah menjadikan dasar bagi masyarakat untuk
mewujudkan kedamaian dan keadilan, hal ini dalam praktik di dalarr,
masyarakat bangsa Indonesia telah dilaksanakaa sejak dahulu kala oleh tetus
bangsa Indonesia. Sehingga pcnyelesaian dengan perdamaian menjacli acuan
penyelesaian sebelum maupun setelah te{adi perselisihan, baiii di dalam
masyarakat atau di luar pengadilan maupun di pengadilan. Penyelesaian
dengan perdamaian di pengadilan di atur dalam Undang-Undang Nomor I
tahun 1974, dan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor I Tahun 2008.
Dimada Snkim sebelurn mengadakan pemerikSain wrijib menddrnaikan pihek-
pihak yang sengke'la, dan pada waktu sidang pertama hakim wajib menunjuk
mediator untuk melaksanakan perdamaian dengan cara mediasi yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hukurn Islam
salah satu p€rtimbangan penerapan huloim kewarisan Islam, adalah dcngan
cara perdamaian seperti diajurkan Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai sarana
penyelesaian untuk menghindari timbulnya perselisihan atau terjadinya
perselisihan yang sedang terlangsung. Sebab dengan cara perdamaian ini akan
memuaskan para pihak ahli waris dan mempererat tali silaraturahim serta
menjadikan ketenangan jiwa masing-masing ahli wans. Bahkan dengan
perdamaian terjadi saling tolong-menolong diatara para ahli waris, bagi ahli
waris yang mampu, akan meringankan beban atau penderitaan ahli waris yang
tidak mampu. Karena ahli rvaris yang mampu tersebut menggugurkan atau
menyerahkan hak milik dari kewarisannya, baik sebagian maupun seluruhnya
kepada nhli waris vang lain.rae
Dalam hukum Islam perdamaian pada urumnya adalah untuk
menyelesaikan masalah, baik yang belum te{adi perselisrhan maupun telah
terjadi pcrselisihan. Perdamaian para airli waris untuk menyelesaikan
pembagian harta warisan mernpunyai tujuan agar tidak tefadi perselisihan
dikernudian hari dianiara ahli waris sebagai anak-anak rnaupun para keluarga
dekat pewaris. Bahkan penyelesaian dengan perdamaian ini para ahli waris
tidak memerlukan alat-alat bukti dan para ahli waris merrperoleh kebebasan
mencari jalan keluar yang disepakati agar dapat men-velesaikan pembagian
harta warisannya. Perdamaian tersebut dalam istilah hukum tslarn disebut Al-
Shulh, batr-kan dalam hukum Islam al-shluh atau perdamian ini telarr mnejadi
kaidah ushul fiqh, yang disebut Al-suhulh sal,yidul al-ahkam, artinya
perdamaian itu merupakan puncak dari segala hukum, Menurut Syahrizal
Abbas bahwa memilih perdarrraian itu berdasarkan pertimbangan (l). Dapat
nienuaskan parn pihak, &in tidak ada yang merasa dintgikdn dan merasa
menang atau kalah dalam penyelesaiannya, (2). Dengan perdamaian ini dapat
menghantarkan kepada ketentraman hati dan kepuasan serta mempererat
silaturahmi, dan (3). Dilakukan dengan sukarela, tidak ada paksaa.n, dan para
ahli wans membuat kesepaketankesepakatan untuk rnewujudkan
perdamaian.l50
Penyelesaian pembagian harta kewarisan dengan cara perdamaian selain
menyelesaian masalgh yang teq'adi diantara keluarga ahli waris, juga
merupakan bentuk tolong menolong atau diantara ahli waris-ahli waris yang
raeKomari, Dimmisasi don Etastisitas Huhn Kewarisan Islam, httnzl Hukum dan
Peradilan, Vol. l, No. 3, November 2012, h.472473.
'solbtrt,h.479.
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mampu akan meringankan beban atau penderirran ahli waris yang tidak
mampu. Dalam hukum Islam cara seperti ini teori ibra atau pembebasan hak
miliklya yang merupakan harta kewarisan, baik sebagian maupun seluruhnya,
kemudian hak milik harta kewaris:n itu mcnjadi hak milik ahli waris lainnya.
Dalam hukum Islam istilah ibra masdar dari kata yang artinya membebaskan.
Kata ibra ini dal6m hukurii ISIam mempunyai dua pengertran isqot dan tamlik.
Kata isqad masdar dari kata asqatha yang artinya menggugurkan, melepaskan
dan membebaskan. Dengan demikian i.sr1or aCalah menggugurkan hak miliknya
dari bagian harta warisannya. S;dangkai': kata tumlfi masdar dari mallaka yang
artinya menjediakan miliknya juga dapat diartikan menyerahkan atau
memberikan hak kenada seseorang. Sehingga tamlik adalah menyerahkan
bagian harta warisannya. Apalagi para ahl; waris itu merupakan hubunga-n
keluarga ciekat, baik dalam sistem keluargaan parental atau bilateral,
kekeluargaan matrilineal maupun kekeluargaan parrilineal. Dengan demikian
perdamaian merupakan intrumen yang paling baik dalarn menyelesaikan
perselisihan dan perseteruan, permusuhan keluarga dalam menjaga keutuhan
keluarga atau kekerabatan serta kerukunan dalam masyarakat.15l
Jika dilihat dari pendekatan konseptual maka keberlakuan hukum waris
tunduk kepada hukum yang di anut oleh pewaris seperti yang terjadi dalam
tiadisi riidSyarnkdt Kibupaten Katingan dan Koti Palangkd Raya, bagi yang
beragama Islam tunduk terhadap hukum Islam kemudian mei;liukan hukum
waris adat. Sebab, dalam sistem hukum waris yang dianut di Indonesia
meliputi: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan
oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya
pertama persekrtuan genealogis (berdasarkan keturunan) dan persekutuan
territorial (berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum teritorial).
Dalam persekutuan yang geneologis, anggota-anggotanya merasa diri terikat
)ttlbid,h.4Bz
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satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama,
sehingga diantara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan
hukum territorial anggota-anggota-nya merasa terikat satu sama lain karena
mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama.
Sementara titik singgung antara hukum Islam dengan hukum adat terletak
pada pandangan adanya '*eistimewaan" antarA ririak laki-laki dan perempuan.
Dalam Lukum adat dengan sistem matrilineal, lebih mengedepankan anak
perempuan, sementara hukum rvaris dalam madzhab sunny (maozhab
Hanafi,Malrki, Syaf i, dan Hamhali) cenderung bersifat patrilineal. Perbedaan
yang cukup tajam antara hukum Islam dan KUHPerdata adalah anak lakilaki
berbanding sama dengan anak perempuan. Adapun tertib keluarga yang
menjadi ahli waris dalam KUHPerdata, yaitu: Isteri atau suami yang
ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli rvaris menurut
undang-undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah
terdapat empat golongan, yaitu.
l. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputr anak-
anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan I
atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup
paling lama ini haru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan
SObeluniriya suami/isteri tidak saling riiewArisi;
2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan
seudara, baik lakiJaki maupun peremprxm, serta keturunan mereka. Bagi
orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak
akan kurang dari % (seperempat) bagian ciari harta peninggalan, walaupun
mereka mewaris bersamasama sauCam pewaris;
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas
dari pewaris;
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4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan
sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.r52
Harus diakui bahr+'a kenga sistem hukum yang berlaku di lndonesia fidak
selamanya berjalan benringan. Para ahli hukum seringkali memandangnya
sebagai sebuah konflik baik sebagai hasil penelitian mumi maupun untuk
kcpentingan tertentu. CiiStidri van den Berg pcmah mengeluarkan teorinyd
dengan receplion in complexu yang menyatakan bahwa hukum agama adalah
hukum adat di mana hukum adat telah rueresepsi hukum Islam. Teori ini
kemudian dibantah dengan teori dari Christian Snouck Hurgronye dengan teori
receptie. Teori ini menganggap bahwa hukum Islam baru diterima setelah
diterima oleh hukum Adat. Dalam memahami keyakinan tcrsebut inenurut
Sayuti Thalib bahrva l) bagi orang Islam berlaku hukum Islam: 2) hal tersebut
scsuai dengan keyakinan dan cita-cila hukum, cita-cita moral;3) hukum adat
berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan
hukum Islam. Dalam perjalananny.r, ketiga sistein hukum waris tersebut
mengalamr perkembangan dan proses pelembaga:n yang oerlainJainan.
Hukum waris Barat relatif tidak mengalami perubahan, yakni bersumber pada
BW dan karenanya tetap sebagaimana pada masa penjajahan dulu. Hukum
waris adat berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi (judge made
, , t53tow) .
Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan
oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya
pertama persekuturn genealogis (berdasarkan l(eturunan) dan persekutuan
territorial(berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum teritorial).
Dalam persekutuan yang geneolcgis, anggota-anggotanya memsa diri terikat
satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama,
sehingga diantara mereka terdapat hubrurgan keluarga. Sementara persahran
hukum territorial anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena
ts2Mohammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukun Kewarisan di Indonesia, Iurnal
Pengembangan Masyarakat IslanL Vol. 9, No. 2, Aguslus 2016, h. 67.tt'Iblit,i. ia.
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mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama. Persekutuan
genelogis disebut desa atau gampong di Aceh dan sebagian daerah melayu
Sumatera. Sedangkan persekutuan hukum yang dipengaruhi territorial dan
geneologis terdapat di beberapa daerah 
"eperti Mentawai yang disebut Um4 di
Nias disebut Euri di Minangkabau disebut dengana Nagari dan di Batak disebut
Kuria aitu Hutd. Dalam persekufuan geneologis ini terbagi pula menjaidi tiga
tipe tata susunan yaitu patrilineal (kebapaan), matrilineal (keibuan) dan
parental (bapak-ibu). tsa
Menurut sistem patrilineal ini keturunan diambil dari garis bapak, yang
mer trpakan pancaran dari bapak asal dan menjadr penentu dalam keturunan
anak cucu. Dalam hal ini perempuan tidak menjadi saluran darah yang
menghubungkan keluarga. Wanita yang kawin dengan laki-laki ikut dengan
suaminya dan anaknya menja<ii keiuarga ayahnya. Sistem penalian seperti inj
terjadi di Nias, Gayo, Batak dan sehagian di Lampung, Bengkulu, Maluku dan
Timor. Dalam hukum waris, persekutuan ini lebih mementingkan keturunan
anak laki-laki daripada anak perempuan. Sementara inatrilineal adalah
keturunan yang berasal dari Ibu, sehingga yang menjadi ukuran hanyalah
pertalian darah dari garis ibu yang menjadi ukuran dan merupakan suatu
persekutuan hukum. Wanrta yang kawin tetap tinggal dan termasuk dalam
gaburigan keluarga sitdiri, seddngkari anik-anik rherekri niiSuk ddlam
keturunan ibunya. Sistem matrilineal ini terdapat di Minangkabru, Kerinci,
Semendo dan beberapa daerah Indonesia Timur. Sesuai dengan
persekutuannya, matrilineal iebih menghargai ahli waris dari pihak perempuan
daripada ahli waris dari pihak laki-laki. Selama masih ada anak perempuan,
anak lakiJaki tidak mendapatkan tirkah. Sedangkan yang terakhir, pertalinn
darah dilihat dari kedua sisi, bapak dan ibu serta nenek moyang. Kedua
keturunan sama-sama penting bagi persekutan ini (bilateral). Golongan
r'\4ohammad Yasir Fauzi, Legtslasi Hukum Kewqrisan di Indonesia, lu.rral
Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9, No. 2, Aguslus 2016, h. 56-57.
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masyarakat inilah yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antar
suami dan isteri di dalam keluarga masing-masing.
Keberlakuan hukum penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kcta Palangka Raya yang
dilakukan secara kekeluargaan yaitu berdasaikan kesepakatan para ahli waris.
Caid ini dianggap riierupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi
perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris. Melalui sistem ini, ahli rvaris yang
secara teoritis bisa mendapatkalr bagian yang besar, bise saja menyerahkan
bagiannya kepada ahli rvaris lain yang normalnya mendapatkan porsi yang
Iebih kecil tapi secara ekonomis membutuhkarr perhatian khusus.
Secara legal formai di Indonesia cara seperti ini diakomodir dalam
Kompilasi Hukum Islam. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menegaskan
bahwa Paro ultli waris dopai bersepukot melakukan perdarnuian dalum
pembagian hurla wartsun, setelah musing-masing nenyadari bagiannya.
Men,rrut cara ini persyaralan paling utama yang harus dipenuhi a.dllah adanya
kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris, Lebih.jauh, ahli u'aris tersebut
juga dapat menggugurkan haknya untuk tidak mcndapatkan hak waiis dan
memberikannya kepada ahli waris yang lain. Sebaliknya, bila para ahli waris,
atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta v;arisan tersebut
dibrigi sceara kekeluargaan, maka sisteni penib6giannya dilakukdn sesuai
aturat foraid yang telah dijelaskan oleh alquran dan sunnah dalam konteks
Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan hal
itu. Pembagian waris dengan cara kekeluargaan itu, bisa jadi didorong oleh
pertimbangan perbedaan konCisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik
dibanding ahli waris vang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih
membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi adalah karena
pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau iebih di antara mereka lebih
banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian
menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihat
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tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka
masing-masing.l55
Adanya variasi itu karena terpengaruh ajaran agama Islam, karena hukum
warisan Islam perolehan harta rvarisan antara lakl laki dengar, perempuan dua
berbanding satu, a(in)'3 laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan perempuan
mendaprit sdtu bagian, (lihat al-Qrrdn Surrit al-Nisa ayat 1l din l2). Dengnn
adanya perubahan perolehan harta warisan antara lakiJaki dengan perempuan,
ini membuktikan bahwa hukum warisan adat parental khususnya di .lawa telah
mendapat resepsi dari hukum Islam, meskipun dalam praktik belum seluruhnya
mayarakat merecepsi hukum warisan Islarn. Hal ini dikarenakan urrat Islam di
Jawa khususnya tli pc,ialaman Islam dikembangkan dengan tafsir silustik yang
mementingkan hakekat dari pada syariat yang kemudian membentuk budaya
kebatinan atau sering disebut "icejawen". Dcngan demikian menurut t-1. Simuh
bahwa umat Islam di pedalaman Jawa meskipun sejak abat ke 13 telah
beragama Islam, tctapi masih mend,rkung nilai-nilai budal'a iama (animisme
dan Hinduisme). Di samping itu tentunya dakwah Islam berhubungan dengan
hukum-hukum keluarga, khususnya hukura wa, isan bcliim oplimal dilakukan
oleh parajura dakwah, sehingga pengetahuan hukum warisan beJum dipahami
betul oleh umat islam di daerah pedalaman. Hal ini juga dapat diper-hatikan
bahwa penyampnin djarrid Islam lebih bAnyak mengenai ibadah mrhdloh, ke-
banyakan yang berkaitan shalat, puasa. haji dan lain sebagainya. Sementara itu
pemerintah Hrndia BeJanda telah r,rejajah Indonesia kurang lebih selama 350
tahun, sehingga tidak mungkin inereka tidak membawa sistem hukumnya
untuk diberlakukan di InConesia. Sistem hu-kum yang diberlakukan adalah
adalah sistem hukum kontinental yang telah diterangkan di muka, bahwa untuk
sistem hukum perdata, khususnya hukum warisan yang telah dikodifikasikan,
yaitu Burgerlijk Wetboek. 156
r55Fatahuddin Azis Siregar, Pembagian Hara Warisan Menurul AlQur'an dan Surunh,
Jumal Fitrah, Vol. 8, No. l, Januari-Juni 2014, h. I l9-120.
r56Komari, 
-Etsister si Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syrrb{ Jurnal Asy-
Syari'atr, Vol. 17, No. 2, Agustus 2oli, h. 166.
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Hukum Perdata Barat (BW) meskipun tidak sesuai dengan kondisi negara
Indo-nesia, namun untuk menghindari kekosongan hukum bagi warga negara
ketwunan asing, tetap diberlakukan, meskipun Dervan Perwakilan Rakyat RI
dan pemerintah telah menyadarinya, tetapi belum merubah dan membuat
hukum rvarisan Indonesia seperti liukum perkawinan dalam Undang-Undang
Noinor I Tahun 1974. DAldm BW tersebut, ada dua niacam eira unfuk
mendapatkan harta warisan p€rtama berdasarkan kenten-tuan undang-undang
arau disebut "abintestate", dan kedua berdasarken "testament" atau "wasiat".
Hukum Warisan Perdata Barat (BW), mulanya hanya diberlakukan kepada
orang-orang Belanda dan orang-o.ang Eropa yang berada di Indonesia,
kemudian diperluas orang-orang asing kccuali orang-orang Arab yang
beragama Islam. Jadi hukum warisan perdata Bw berlaku kepada orang-orang
keturunan asing yang tidak beragama Islam, seperti orang-orang China,
Tailand, Jepang, dan lain-iain. Sedangkan orang asli Indonesia selain yang
beragam Islam berlaku hukum Adat yang telah dijelaskan di muka. Adapun
yang beragama Islam berlaku hukum wgrisan Islam. Sementara iin ada
seperangkat asas-asas hukum warisan islam dalam teks al-Quran dan al-
Sunnah tidak dijumpai, dan asas tersebut merupakan hasil ijtihad para mujtahid
atau ahli hukum Islam. Dengan de-mikian kemungkinan asas hukum warisan
Islam itu tiirafarn. Minurut Amir Syririfuddin asis hukum wdris6n Isldm lima
macam, yaitu (1) asas Ubari, (2) asas bilateral, (3) asas individual, (.i) asas
keadilan berimbang, dan (5) asas warisan semata akibat kematian. ri7
Berkaitan dengan hukum Islam dan hukum adat, secara konseptual
terdapat pers:rmaan al,tara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat
adalah sama-sama membicarakan tentang: l) Pemindahan harta peninggalan
dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahii waris yang masih hidup. 2)
Asas bilateral dan asas indiviciuai. ii; Sistem individml. +) Kedudukan dan
menempatkan anak dan keturunannya sebagai ahli waris utama. 5) Harta benda
pewaris yang akan diwariskan kepada ahii waris, baik itu harta asal maupun
ttltbid,h. 166-167
9l
harta bersama. Sedangkan perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan
hukum kewarisan adat adalah: l) Dalam hukum kewarisan Islam, sesuatu itu
disebut mengandung arti kewarisan apabila terjadi setelah orang yang
mempunyai harta itu meninggal dunia Sedangkan dalam hukum kewarisan
adat, proses peralihan harta ini tidak terikat terhaciap meninggalnya pewaris. 2)
Dakim hukurn kewarisan Islam dikendl aszis ijbnri dan dsAs kematian,
sedangkan dalam hukum kewarisan adat, seorang pewaris berhak untuk
memberikan sesuatu harta kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup. Di
dalam hukum kewarisan Isla,,r, dikenal asas keadilan berimbang (2: l),
sedangkan dalam hukum kcwarisan adat, dikenal asas musyawarah dan
mufakat.3) Di dalarn hukum kewarisan Islam hanya dikenal sistem kervarisan
, I58
secata tnatvlduOl DIIurct ul.
Dari ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak selarnanya
berjalan beriringan. i'ara ahli hukum seringkali memandangnya sebagai sebuah
konflik baik sebagai hasil peneiitian mumi maupun irntuk kepentingan tenintu.
Cristian van den Berg pernah mengeluarkan teorinya dengan reception in
complex yang menyatakan bah',va hukum agama adalah hukum adat di mana
hukum adat telah meresepsi hukum Islam. Teori ini kemudian dibantah dengan
teori dari Christian Snouck Hurgronye dengan teori reccptie. Teori ini
menganggrip bahwa hukum Islam biru diterime Setelah diterimi oleh hukuni
Adat. Dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib bahwa 1)
bagr orang Islam berlaku hukum Islam; 2) hal tersebut sesuai dengan
keyakinan dan cita-ci*r hukum, cita-cita moral; 3) hukum adat berlaku bagi
orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.
Dalam perjalanannya, ketiga sistem hukum waris tersebut mengalami
perkembangan dan proses pelembagaan yang berlainJainan. Hukum waris
Barai relatif tidak mengalami pcrubahan, yakni bersumber pada BW dan
karenanya tetap sebagaimana pada masa penjajahan dulu. Hukum waris adat
r58Akhmad Haries, ,4 nalisis Tent@tg Studi Komparufif Anturu Huhtm Kewctrisan Isl<tn
clan Htkum Kewarisan Adqt, lumal F enomen4 Vol. 6, No. 2,2014, b. 228.
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rseMohammad Yasir Fauzi, Izgi asi Hukun Keworison di lndonesia, Iurnal
Pengembangan Masyarakat Islanq Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, h. 70-71.
t6oIbtd.,ti. 69-70.
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berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi (udge made law) yang
agaknya berbeda adalah proses pelembagaan hukum waris Islam. Pelembagaan
dan pengembangan hukum waris Islam ditempuh melalui legislasi nasional.
Hal ini dapat disimak dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan diterbitkannya Inpres No. I Tahun 1991 yang dikenal
derigari Kompilasi Hukum Isldm (KHI).r5e
Sementara itu, secara hipotesis dapat diketengahkan bahwa masyarakat
adat hampir pasti menggunakan hukum waris adat. Tetapi persoalan bisa
muncul, yalrri apakah masyarakat adat yang beragama Islam mesti
menggunakan hukum r.va'is adat. Agaknya jawaban atas persoalan ini tidaklah
semudah membalik telapak tangan. Diperlukan pengkajian dan penelitran yang
cukup menantang untuk mcmetakan dan menjawab persoalan tersebut. Apakah
lingkaran-lingkaran hukum adat (rechtskringen) dari van Vollenhoven memang
masih hidup sccara faktual? Perlu penelitian lebih lanjut. Bagi orang Islam,
masalxh penggunaan huku;n waris tersebut lebih kompleks lagi, karena hukurn
yang ditujukan kepada mereka yang diciptakan melalui lcgislasi nasional
ternyata tidak memberi kejelasan aturan hukum yang seharusnya untuk
menyelesaikan masalah kewarisan. Hukum waris lslam bukan merupakau
ketentuan hukum yang bersifat imperatif bagi orang Islam. Ini berbeda dengan
kctentuin perkawinan yang bersifat imperdtif bdgi orang Islam ydng akdri
melangsungkan perkawinan. Dengan demikian hukum waris Islam bagi orang
Islam di Indonesia adalah bersifat fakultatit' (choice o /law) yang barang tentu
di ranah faktual tidak sedikit yang berpaling darinya.160
Sebagaimana halnya dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama, bidang kewarisan dalam KHI tersebut juga bukan merupakan
ketentuan yang sifatnya wajib dilaksanakan oleh orang Islam dalam masalah
pembagian warisan. KHI hanya merupakan pedoman saja (yang berarti dapat
disimpangr) bagi orang atau instansi yang memerlukan. Hal ini dapat disimak
pada bagian Menimbang huruf b Inpres No. I Tahun 1991 yang berbunyi:
"bahwa Kompilasi Humum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi
Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan
sebagai pedoman dan menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut".23
Jadi, hukum waris Islam digunakan atau tidak itu masalah pilihan yang mandiri
bagi orang ISlani.
Masyarakat Indonesia dipersilakan memillih hukum waris mana yang
akan digunakan. Asal ada kesepakatan, orang bisa saja memilih hukum waris
BW, hukum rvaris Islam atau hukum waris adat. 1'api masalahnya menjadi
kompleks jika tidak ada kesepakatan antar pihak yang bersengketa. Jika
,lemikian, malia masalahnya bisa menjadi panjang dan berlarut-larut yang tak
berujung. Daiam situasi demikian itu barang tentu tidak dapat dihindari tefadi
konflik kepentingan dari masing-masing pihak. I'ersoalan semakin melebar
yang ke;','iudian mengarah kepada konflik pemakaian hukum rvaris, yakni
lpakah hukum wans Islam yang akan dipakai, atau hukum waris adat, ataukah
hukum waris BW. Kerumitan yang berawal .iari konflik hukum demikian iru
sudah saatnya untuk drcarikan ialan keluar. Ada dua kemungkinan cara
penyelesaian masalah konflik hukum waris tersebut, yahi: (1) tetap
membiarkan hukum waris dalam keberagaman dan manakala timbul konflik
hukum kemudiari diserlhkari kepada pengadilan; atdu (2) riielakukan wiifikasi
dengan membuat suatu undang-undang baru di bidang kewarisan yang bersifat
nasional.l6l
Dalam rangka mewujudkan kebersatuan bangsa salah satunya hanya
dapat dicapai melalui unifikasi hukum. Ide untuk mempertahankan pluralitas
hukum tentu saja tidak sejalan dengan cita-cita'hukum yang sama untuk
semua orang'. Jika pluralitas hukum dipertahankan, tentu saja akan te{adi
distorsi terhadap cita-cita persamaan hukum tersebut. Fada ranah yang lebih
mendasar, tidak ada landasar: konstitusional untuk membuat hukum yang
berbeda-beda yang diterapkan bagi golongan-golongan penduduk yang berbeda
t"t tbid.,h. iz-73
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pula. Jika dilihat lebih dalam, maka Konstitusi Indonesia tidak mengenal
penggolong-golongan penduduk. Argumentasi untuk tetap mempertahankan
hukum waris di lndonesia dalam keadaan beranekaragam temyata lebih banyak
mengandung konsekuensi negatif, sebab dengan tetap membiarkan keadaan itu
terus berlangsrrng jelas bertentangan dengan cita-cita bangsa yang berkeinginan
untuk riieriiiliki hukuni nasiondl (yang terunifikasi dan terkodifikesi) yang
merupakan produk bangsa sendiri. Dengan pembiaran tersebut, hal ini juga
berarti melestarikan te{adi konflik hukum antara ketiga sistem hukum waris
terscbut yang suCah terjadi sejak masa penjajahan Belanda dan yang hingga
kini terus berlangsung. lu'
Upaya ke arah unifikasi dan kondifikasi hukum waris yang berlaku
secara nasional seharusnya segera dimulai, di samping untuk menghindari
konflik keluarga, memberikan kepastian hukum, juga sekaligus merupakan
pernl-'rr uan terhadap hal-hai yang dianggap tidak adil dalam sistem hukum
waris yang ada. Pola penyusunan hukum waris nasional yang akan datang
dapat menggunakan pandangan Sociological Jurisprudencedari Roscoe Pound.
Menurut Pound, hukum (ertulis) yang baik adalah hukum yang sesuai dengair
hukum yang hidup dalam masyarakat. Rumusan yang demikian ini
menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis (dari proses
legiskisi naSioriel) sebagai kebufuhin hukurii d4eSyeraket hukurh demi adtinyd
kepastian hukum dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap
pentingnya perarran masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi
hukum. Selaras dengan pandangan Pound, Eugen Ehrlich menekankan prinsip
tentang pentingnya keseimbangan antara hukum formal dengan hukum yang
hidup dalam mayarakat (the living /aw,). Keseimbangan antaa kepentingan
negara dengan kepcntingan masyarakat. Sejalan dengan pemaparan Roscoe
Pound dan Eugen Ehrlich di atas, dalam Kompilasi Hukrun Islam yang
merupakan acuan dalam penrbagian waris di Indonesia, terdapat pembaruan
yang cukup menonjol, terutama jika dibandingkan dengan sistem kewarisan
)"\bid.,h.lz-lJ
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yang dikembangkan oleh Ahlussunnah. Cerminan asas bilateral dalam
kompilasi hukum Islam adalah pasal 174 ayal2 yang berbunyi: Apabila semua
ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu,
janda atau duda. Kalimat pendek dalam pasal ini mengakhiri polemik panjang
tentang apakah anak perempuan dapat menghijab (menghalangi) saudara
pewaris atau tidak. SiStem kewdriSdn yang dikembangkan AhlrrSsunndh
menegaskan bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat menghijab saudara
pewaris.l63
Konsekuensi berikutnya dari diterimanya asas bilateral adalah dikenalnya
pranata pembagian tempat (plaatsvervulling) dalam Kornpilasi Hukum Islam.
Sistem ini cenderung diadopsi dari sistem bilateral dalam hukum waris adat di
lndcnesia, yaitu dengan melihat pertalian darah dari kedua sisi, bapak dan ibu
serta nenek moyang. Kedua sisi keturunan sama-sama dianggap penting. Sistrm
ini juga yang rneletakkan dasar-dasar persamaa.n kedudukan antar suami dan
isteri di dalam keluarga masing-masing. Misalnya penguasaan harta dalam
perkawinan, seperti harta bcnda yang diperoleh selama perkawinan menjadi
harta bersama sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri
dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau rvarisan adalah di
bawah penguasaan masing-masing sepalljang para pihak tidak menentukan lain
(Pasal 35 ayat (l) dan (2) UUNo. I TAhun 1974).164
Sedangkan dalam hukum kewarisan ada! selain sistem kewarisan
individual, juga dikenal sistem kolektif dan mayorat. 4) Dalam hukum
Kewarisan Islam, apabila seseoiang meninggal dunia, maka urutan ahli waris
adalait ashab alfurud, 'asabah, dan zawil arham. Sedatg)<an dalam hukum
kewarisan adat, urutan ahli waris sangat ditentukan dengan sifat kekeluargaan
dan bentuk rnasyarakat hukum daerah yang bersangkutan. 5) Dalam hukum
kewarisan Islam, harta warisan itrr adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang
yang meninggal, baik berupa harta asal maupun harta bersama. Sedangkan
'63Ibid.,h. ?3-'t4t6olbid.,h. i3-74
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dalam hukum kewarisan adat, harta warisan itu tidak sekedar harta benda saja,
tetapi juga meliputi benda pusaka. Di samping itu, ada juga harta yang tidak
dapat dibagi seperti harta peninggalan yang diwarisi oleh sekelompok orang
atau sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum, atau
ditunda pembagiannya karena masih adanya ahli waris yang belum dewasa.
bilateral. Seddngk6n ddlani hukum kewarisan adat, selain siSteni kewdrisan
individual, juga dikenal sistem kolektif dan mayorat. 4) Dalam hukum
Kewarisan islam, apabila seseorang meninggal dunia, maka urutan ahli waris
adalah ashob alfurud, 'asabah, dan zawil arham. Sedangkan dalam hukum
kewarisan adat, urutan ahli waris sangat ditentukan dengan sifat kekeluargaan
dan bentuk masyarakat hukum daerah yang bersangkutan. 5) Dalam hukum
kewarisan Isiam, harta warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang
yang meninggai, baik berupa harta asal maupun harta bersama. Se,iangkan
dalam hukum kewarisan adat, harta r,varisan itu tidak sekedar harta benda saja,
tetapi ;uga meliputi benda pusaka. Di samping itu, ada;uga harta yang tidak
dapat dibagi seperti harta peninggalan yang diwarisi oleh sekelompok orang
atau sekun,Dulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukurn, atau
ditunda pembagiannya karena masih adanya ahli waris yang belum dewasa.r65
Berdasarkan analisis penulis di atas, keberlakuan hukum tradisi
penyelesaiari Sengketa kewirisan pdda i.raSyardkdt Kabupdten Katingan dan
Kota Palangka Raya secara mutlak memberlakukan teori otoritas hukum Islam
dengan berlakunya hukum faraid kemrdian dilakukan musyawarah secara
kekeluargaan dengan prinsip perdamaian dan menyesuaikan keadaan ekonomi.
Dengan adanya misi kemanusiaan berupa jaminan perlindungan terhadap harta
(hiJzul maal) dalam keluarg4 sehingga masyarakat kembali memba g] nafia
dengan rnetode islah yang dibangun berdasarkan kesepakatan kekeluargaan.
Masyarakat Kabupaten Ka-tingan dan Kota Palangka Raya melaksanakan
prinsip ta'abbudi dalam konteks menjalankan h*um faraid yang juga
r65A.khmad Haries, I tmlisis Tentetg Shtdi Komparatif Antora Huhm Ke*orisan Isktn
datt Hxhtm Kewarisqn Adar, lumal Fenofiena, Vol. 6, No. 2, 2014, h. 228.
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bertujuan syaiat (maqashid syariah) memelihara agama (hifzul din) kemudian
menjalankan pinsip ta'aqqulli berupa ijtihad responsif yang bersifat humanis





1. Tradisi penyelesaian serrgketa kewarisan masyarakat Kalimantan Tengah
pada Kabupateri Katirigari dAh Kota Palaiigka R.aya yaitu kebiasaiur
menyelesaikan mengedepankan perdamaian dengan menggunakan hukum
Islam terlebih dahulu kemudian dilah"rkan musyawarah keluarga untuk
bersepakat menentukan bagian dan pembagian harta. Tradisi tersebut
dilakukan dengan cara yang digabung atau due procces dispute resolulion
kewarisan (bahasa temuan fakta ilniah) dengan kompromi penyelesaian
sengketa rvaris. Sikap mental masyarakat tetap membagi harta secara Islam,
kemudian harta digabung dengan nilai kemanusiaan (humanis)
2. Keberlakuan hukum penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat
Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya
secara mutlak memberlakukan teori otoritas hukum Isiam <iengan
berlakunya hukum faraid kemudian dilakukan musyawarah secara
kekeluargaan dengan prinsip perdamaian dan menyesuaikan keadaan
ekonomi. Adanya misi kemanusiaan berupa jaminan perlindungan terhadap
harta (hiJiul maal) dalam keluargn, sehingga riiisyardkdt kembali nienibagi
harta dengan metode islah yang dibangun berdasarkan kesepakatan
kekeluargaan. Masyarakat Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya
melaksanakan pinsip ta'abbudi dalam konteks menjalankan hulcum faraid
yang juga bertujuan syxiat (maqashid syariah) memelihara agxna (hiJiul
dinl kemudian menjalankan ptinsip ta'aqqulli berupa ijtihad responsif yang




1. Kepada masyarakat yang beragama Islam hendaknya dalam penyelesaian
sengketa kewarisan tunduk dan paruh terhadap hukurn Islam dengan
melakukan pembagian harta waris dengan ilmufaraid.
2. Bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa waris, hendaknya juga
riieriiperhatikah nilai-hilai keafifaii lokzil, kebias,ran darr bu&iya yrxtg
berlaku di masyakarakat.
3. Bagi para hakim, mediator, danjuru damai hendaknya dalam menyelesaikan
sengketa kewarisan memperhatikan sistem hukum kewarisan yang berlaku,
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